
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2O2I

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya
ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme di lndonesia, telah
menciptakan kondisi rawan yang mengerncam hak
atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional;

b. bahwa dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu
strategi komprehensif, untuk memastikan langkah
yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan
melibatkan peran aktif seluruh pemangku
kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme Tahun 2O2O-2O24;
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19451,

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO3 tentang
Penetapan Peraturan Pemerint-ah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42841

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO3 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62161;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI

NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG

MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2O2O-2O24,
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang
dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu
dalam rangka mencegah dan menanggulangi
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme.

2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme adalah keyakinan danlatau tindakan
yang menggunakan cara-cara kekerasan atau
ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan
mendukung atau melakukan aksi terorisme.

3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancarnan kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara
meluas, yang dapat menimbulkan korban yang
bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan
atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,
lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas
internasional dengan motif ideologi, politik, atau
gangguan keamanan.

4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya
disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara sistematis dan terencana untuk
mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang
digunakan sebagai acuan bagi kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan
pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
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5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah kegiatan
atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari
RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga,

dan pemerintah daerah.

6. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana

RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE

di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PE

Tahun 2O2O-2O24.

(2) RAN PE bertujuan untuk meningkatkan pelindungan
hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,

sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara

terhadap hak asasi manusia dalam rangka
memelihara stabilitas keamanan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:
a. pendahuluan; dan

b. strategi RAN PE Tahun 2O2O-2O24.

(2) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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(3) Strategi RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilengkapi dengan Aksi pE.

(4) RAN PE Tahun 2O2O telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Menteri dan pimpinan lembaga, bertanggung jawab
atas pelaksanaan RAN pE sesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab
atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya masing-
masing dengan koordinasi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat
Bersama RAN PE.

(21 Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelengga-raan pemerintahan bidang
politik, hukum, dan keamanan;

b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pemban gunan
nasional;
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d. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri;

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri; dan

f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang
penanggulangan terorisme.

(3) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan kepala
badan yang menyelenggarakan urusan di bidang
penanggulangan terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Aksi pE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) Sekretariat Bersama RAN pE dapat
menambah danlatau melakukan penyesuaian Aksi pE

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang ditetapkan
melalui peraturan badan yang menyelenggarakan urusan
di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 7

(1) Sekretariat Bersama RAN pE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 bertugas:
a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan

oleh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan RAN pE; dan

c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN pE.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh kepala badan yang
menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan
terorisme kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali dan / atau sewaktu-waktu j ika diperlukan.

(3) Laporan capaian pelaksanaan dan hasil evaluasi
pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas
publik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah dapat bekeda sama dan
melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 9

(1) Menteri dan pimpinan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan
perkembangan capaian pelaksanaan RAN pE kepada
Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6
(enam) bulan sekali.

(2) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 menyampaikan
perkembangan capaian pelaksanaan RAN pE melalui
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri secara periodik setiap 6
(enam) bulan sekali.

(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri menyampaikan
kompilasi capaian pelaksanaan RAN pE di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada
Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6
(enam) bulan sekali.
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(41 Sekretariat Bersama RAN PE menghimpun capaian
perkembangan pelaksanaan RAN pE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai
bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian
pelaksanaan RAN PE.

Pasal 10

(1) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan RAN pE,

Sekretariat Bersama RAN PE melakukan pertemuan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(21 Tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan RAN pE disusun oleh
Sekretariat Bersama RAN PE yang ditetapkan oleh
kepala badan yang menyelenggarakan urusan di
bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 1 1

Pendanaan RAN PE bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden iai dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDC,NE:iIA^,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2O2l

MENTERI H1JKUM DAN HAK ASASI MANUSIa
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAI{ NEGARA REPUBLIK INDCNEIIIA TAHUN 2O2L NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinTr.

KEJNI ENTERIA}J SEKRETAR iAT }IEGARA
tsLIK INDONE-^SIA

Hukurn dan
-tmdangan,

ttd

ttd
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PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2O2I
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2O2O-2O24

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
penanggulangan Terorisme merupakan bagian penting dari mandat
Pancasila, sebagai pandangan hidup sekaligus sumber dari segala
sumber hukum. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai
tujuan negara, terutama dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah
darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia,
sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan secara khusus, Pasal
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah memberikan penegasan, bahwa setiap orang "berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan'. Selanjutnya,
komitmen tersebut telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2OO3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 tentang Pernberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Perkembangan Terorisme sebagai ancaman global, berbanding
lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya
ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi ini didukung oleh mudahnya
kelompok teroris dalam menyebarkan pahamnya, melalui berbagai
sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (offine) maupun
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instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya
internet (online). Cara tersebut terbukti efektif dalam menyebarluaskan
propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi
masyarakat untuk bersimpati dan mendukung aksi Terorisme. Kelompok
teroris ini bahkan telah secara aktif dan terus-menerus melakukan
perekrutan, dengan target warga negara Indonesia, untuk bergabung
dalam kegiatan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme, dan terlibat dalam aksi teror, termasuk rekrutmen dan
pelibatan perempuan dan anak-anak.

Rencana aksi ini bertujuan untuk menangani pemacu (driuersl
terjadinya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan (21

proses radikalisasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai
faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan
diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM
dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta
radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, proses
radikalisasi dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara lain latar
belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban
(uictimization), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap
pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik,
etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Sementara di Indonesia, beberapa faktor kunci yang dapat
diidentifikasi sebagai latar belakang tumbuh dan berkembangnya
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, antara
lain adalah (1) besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang
sentimen primordial dan keagamaan; (21 kesenjangan ekonomi; (3)

perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; serta (5)

intoleransi dalam kehidupan beragama.

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
dapat dimaknai sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan
cara-cara kekerasan atau ancarnan kekerasan ekstrem dengan tujuan
mendukung atau melakukan aksi Terorisme. Selanjutnya, pencegahan dan
penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan
terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
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Sebagai salah satu strategi untuk merespons permasalahan

terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,
diperlukan sebuah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme (RAN PE). Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi
panduan dalam mengatasi pemacu ekstremisme berbasis kekerasan,
khususnya yang mengarah pada tindak pidana Terorisme di Indonesia.
RAN PE melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pemberantasan tindak pidana Terorisme. RAN PE
berfungsi sebagai pengarah koordinasi antarkementerian dan lembaga,
dalam bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan daya tangkal,
menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah
Terorisme.

RAN PE merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan
Terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam
menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme. Rencana aksi yang terkandung dalam RAN PE merupakan
serangkaian program yang terkoordinasi ( coo rdinated programmes) yang
akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga terkait guna
memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam hal ini RAN PE
bersifat melengkapi (complimentaryl berbagai peraturan perundang-
undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Kebutuhan terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam
penanggulangan Terorisme, kembali menegaskan pentingnya perumusan
rencana aksi nasional yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi dari
setiap kementerian/lembaga dalam menanggulangi Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Untuk merespons
kebutuhan itu, RAN PE memuat langkah-langkah (measures/ dalam
menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme. RAN PE tidak hanya menyasar faktor-faktor pemacu, tetapi
juga ditujukan untuk membangun ketahanan masyarakat secara umum,
dalam menangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme.

Proses pen5rusunan rencana aksi ini telah melibatkan berbagai
pemangku kepentingan terkait, baik yang berasal dari
kementerian/lembaga maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, RAN
PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi
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penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait. Penlrusunan dan
implementasi RAN PE ini, menekankan pada keterlibatan menyeluruh
pemerintah dan masyarakat (uhole of gouernment approach and uhole of
societg approach). Pendekatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari so/t approach dan hard approach dalam penanggulangan Terorisme.

RAN PE ini mencakup 3 (tiga) pilar pencegahan dan
penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme, sebagai strategi dan program utamanya, yang meliputi (1)

pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi,
dan deradikalisasi; (21 pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan
korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) pilar
kemitraan dan kerja sama internasional. Secara keseluruhan, baik dalam
proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-
prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan;
pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan
keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance);
partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta
kebhinekaan dan kearifan lokal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RAN PE akan diwujudkan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. koordinasi antarkementerian/lembaga (KlLl dalam rangka mencegah

dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme;

2. partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan
dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh KlL,
masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;

3. kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia di bidang
pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme;

4. pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan
pesan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme; dan

5. perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan
pelindungan infrastruktur serta objek vital (critical infrastructuresl
lainnya.
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RAN PE ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (liuing

d.ocument) yang dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan fokus,
potensi, dan permasalahan setiap kementerian/lembaga.

SASARAN

Sasaran umum RAN PE adalah untuk meningkatkan pelindungan
hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan
kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara
stabilitas keamanan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran khususnya adalah:
1. meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga (KIL) dalam

rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme terkait program yang
dituangkan dalam Pilar RAN PE;

2. meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program
pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oreh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil,
maupun mitra lainnya;

3. mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan
untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

4. meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara
sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program
pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme; dan

5. meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama
bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan
penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme.

SK No 048347 A

BABII ...
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BAB II

STRATEGI RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME

BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2020-2024

Dalam mencapai sasaran RAN PE Tahun 2O2O-2O24, perlu disusun strategi
yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar sebagai berikut:

a. Pilar 1 : Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan
deradikalisasi)

b. Pilar 2 : Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan
Penguatan Kerangka Legislasi Nasional.

c. Pilar 3 : Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

RENCANA

SK No 037996 A
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REtrf CIINA AITSI I{ASIONAL

PENCEGAIIAN DAN PEITIINGGI'ITNGAN IIISTREMISME BERBASIS I{EXERASAN YIIITG UENGARAII PADA TERORISME (RAIT PE)

TAHITN 2020-2024

PILAR 1 PENCEGAIIAIT ,AAN KONTRA RADIKALISASI DAN
UTAKTUNO PIRMASAI.AHAI{ STRATEIGI AKSI PE KELUARAIT HASIL

I u ilI rv v
PENAI{GGUNG

JAWAB

Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi)

Fokus l: McmDerLuat data Dclduku.r( dr.LE DctrceEahaa EtrtrcDirmc Bcrbasi! Kckerara! yans DlclEarah Dada Terorilmc lteliaDriaEaarrlI
1 Kurang

terintegrasinya data,
serua hasii-hasil
analisis tentang
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Menyediakan dan
mengintegrasikan data
termasuk bentuk data
yang terpilah
berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan
kerentanan serta hasil-
hasil analisis terkait
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

1. Mendokumentasi
kan data dan
kajian hasil-hasil
riset terkait
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
termasuk yang
dilakukan KIL

1. Sistem manajemen
data terpadu terkait
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme dengan
menggunakan sistem
Big Data antar KIL
atau instansi riset.
Data dalam pusat
data secara berkala

1. Para pemangku
kepentingan
mudah mengakses
data termutakhir
tentang
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x x x
K/L terkait:
Kemendagri
Kemenlu
Kemenag
Kemensos
KemenPPPA
PPATK
LIPI
BPS

BNPT

SK No 001028 C

Terorisme
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Terorisme. Data dan
hasil analisis yang
dimaksud terkait
jejaring, kasus,
linimasa, wilayah
prioritas, pola aksi, peta
aktor, korban,
penyandang dana,
pesa-n, faktor-faktor
penarik dan pendorong,
dampak, peran, posisi
perempuan dan prinsip
pelindungan anak, serta
evaluasi penanganan
kasus dan pencegahan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

atau
riset

organlsasl akan
diperbarui.

selalu LPSK
BSSN
Komnas
Perempuan
Kejaksaan
Agung

2. Riset dan kajian
berkala dan
insidental terkait
isu-isu
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

2. Hasil riset dan
kajian, baik berkala
maupun insidental
mengenai
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

2. Terdiseminasi-
kannya hasil-hasil
riset dan kajian
mengenai
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
membantu para
pengambil
kebijakan
merumuskan
kebijakan

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemenlu
Kemenag
Kemensos
KemenPPPA
PPATK
LIPI
BPS
LPSK
BSSN
Komnas

SK No 001029 C

pencegahan
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JAWABI u III w v
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Perempuan
Kejaksaan
Agung

3. Riset/kajian
tentang persepsi
dan pengalaman
individu (laki-laki,
perempuan,
termasuk pemuda
dan anak) tentang
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Hasil riset/kajian
mengenai persepsi
dan pengalaman
individu (laki-laki,
perempuan,
termasuk pemuda
dan anak) tentang
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

3. l Digunakannya
hasil riset/kajian
mengenai persepsi
dan pengalaman
individu (laki-laki,
perempu€rn,
termasuk pemuda
dan anak) tentang
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemenlu
Kemenag
Kemensos
KemenPPPA
PPATK
LIPI
BPS
LPSK

SK No 001030 C

Terorisme
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Terorisme bagr
perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3.2 Data dan hasil
analisis yang
terdiri atas: (1)
Iinimasa; (2)
wilayah prioritas;
(3) pola aksi; (4)
peta jaringan
pelaku
Ekstremisme
Berbasis

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemenlu
Kemenag
Kemensos
KemenPPPA
PPATK
LIPI

PENANGGI'ITG
v JAITAB

BSSN
Komnas
Perempuan
Kejaksaan
Agung

SK No 001280 C

Kekerasan
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Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme; (5)
korban; (6) narasi
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme; (7)
faktor penarik dan
pendorong; (8)
posisi, dampak,
dan peran
perempuan; serta
(9) evaluasi
penanganan
kasus dan
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis

BPS
LPSK
BSSN
Komnas
Perempuan
Kejaksaan
Agung

SK No 001032 C

Kekerasan
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Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

II Fokus 2: Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme dan upaya meresponnya

1 Belum optimalnya
sistem deteksi dini
dan sistem respons
dini berbasis
komunitas untuk
pencegahan yang
memiliki ukuran/
indikator yang
terintegrasi dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di tingkat
nasional dan lokal.

Memperkuat jejaring
altara pemerintah
pusat, daerah, dan
komunitas untuk
pengembangan sistem
deteksi dini dalam
pencegahan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di tingkat
nasional dan lokal.

1. Pen5rusunan
ukur
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme

alat

tingkat nasional
dan lokal.

yang
pada

di

1. Alat ukur
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme di
tingkat nasional dan
lokal.

1. DigunakErnnya
alat ukur
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
tingkat nasional
dan lokal.

x BNPT

2. Men5rusun
Standar
Pelaksanaan
Prosedur untuk
membangun
sistem deteksi

2. Sistem deteksi dini
berbasis komunitas
untuk pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada

2. Pemerintah pusat
dan daerah dapat
melakukan
deteksi dini terkait
pencegahan
Ekstremisme

x Kemendagri

K/L terkait:
BNPT
Kemendes
PDTT

SK No 001149 C

dini
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JAWABI II III rv v
dini berbasis
komunitas.

Terorisme di tingkat
nasional dan lokal
yang berupa hotline
pengaduan dan
pendamping€rn.

Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

KemenPPPA
Kemensos
Kemenag

3. Pengimplementa-
sian sistem
deteksi dini
berbasis
komunitas di
sejumlah daerah
yang
diidentifrkasikan
menjadi wilayah
prioritas/rentan
terpapar.

3. Sistem deteksi dini
berbasis komunitas
untuk pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di tingkat
nasional dan lokal
yang berupa hotline
pengaduan dan
pendampingan.

3. Memperkuat
partisipasi
komunitas
dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

lokal

yang
pada

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendes
PDTT
KemenPPPA
Kemensos
Kemenag
Kemendagri
BIN

2 Kebutuhan untuk
meningkatkan daya
dukung dan
penguatan ketahanan

Meningkatkan kapasitas
aparatur negara di
lingkungan
kementeri an / lernb aga /

1. Penyusunan
modul di
antaranya modul
yang

1. Adanya modul dan
kurikulum
pencegahan
Ekstremisme

1. Digunakannya
modul dan
kurikulum dalam
berbagai

x Kemenpan RB

K/L terkait:
BNPT

SK No 001034 C

aparatur
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aparatur nega-ra di
anta-ranya aparatur
sipil negara (ASN), TNI,
Polri, pegawai BUMN,
dan/atau
penyelenggara negara
(eksekutif, legislatif,
yudikati$, aparatur
lembaga negara
independen
(komisioner), para
penggiat, perangkat
desa, dan pelaksana
pendukung di
lingkungan
kementerian /lembaga/
pemerintah daerah
terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

pemerintah daerah yang
memiliki sensitivitas
sekaligus daya tahan
terhadap Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

berperspektif
gender, dan
kurikulum yang
terintegrasi dalam
pendidikan dan
latihan pra-
jabatan, diklat
kepemimpinan,
dan kursus-
kursus
Lemhannas.

Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
yang diintegrasikan
dalam pendidikan
dan latihan pra-
jabatan, diklat
kepemimpinan, dan
kursus-kursus
Lemhannas.

pendidikan dan
latihan pra-
jabatan, diklat
kepemimpinan,
dan kursus-
kursus
Lemhannas.

2. Pelatihan berkala
bagi aparatur sipil
negara (ASN) di
lingkungan
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah tentang
Ekstremisme

2. Terselenggaranya
sejumlah pelatihan
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme bagl
aparatur sipil negara
(ASN) di lingkunean

2. Meningkatnya
dukungan
sejumlah aparatur
sipil negara (ASN)
di lingkungan
kementerian/
lembaga/
pemerintah daerah
dalam pencegahan

x x x x Kemenpan RB
LAN

K/L terkait:
BNPT
BKN
KemenPPPA

PE$ANGGUISG

JAITAB

KASN
KemenPPPA
Lemhannas

SK No 001281 C

yang
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yang Mengarah pada
Terorisme.

Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

kementerian/
lembaga/
pemerintah daerah

Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

3. Penghargaan bagi
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah dan
aparatur sipil
negara (ASN)yang
mendukung
upaya-upaya
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Terselenggaranya
sejumlah acara
pemberian
penghargaan bagr
kementerian/
lembaga/
pemerintah daerah
dan aparatur sipil
negara (ASN)
sebagai pelopor
dalam pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

3. Meningkatnya
dukungan
sejumlah
kementerian/
lembaga/
pemerintah
daerah dan
aparatur sipil
negara (ASN)
dalam pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x BNPT

K/L terkatt:
Kemenpan RB
BKN
Kemendagri
KemenPPPA

SK No 001036 C

4. Membangun
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4. Membangun

sistem
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme melalui
sistem
rekrutmen,
seleksi aparatur
sipil negara (ASN),
dan pelaksanaan
pengawasan.

4. Adanya sistem
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
pada sistem
rekrutmen, seleksi
aparatur sipil
negara (ASN), dan
pelaksanaan
pengawasan.

4. Digunakannya
sistem
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dalam
proses rekrutmen,
seleksi aparatur
sipil negara (ASN),
dan pelaksanaan
pengawasan.

x x Kemenpan RB

KIL terkatt:
BNPT
Lemhannas
BKN

3 Dibutuhkan
peningkatan
kapasitas komunitas
(komunitas
perempuan,

Meningkatkan kapasitas
komunitas (komunitas
perempuan, komunitas
pemuda, organisasi
kemasyarakatan, pelaku

1. Men5rusun modul
pelatihan dan
sosialisasi
pencegahan
Ekstremisme

1. Modul pelatihan
dan sosialisasi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

1. Digunakannya
modul dalam
pelatihan dan
sosialisasi
pencegahan

x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemensos

SK No 001037 C

komunitas
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komunitas pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha, partai
politik, lembaga
pendidikan, rumah
ibadah, dan
kelompok
kepentingan lainnya)
dalam merespons
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

usaha, partai politik,
lembaga pendidikan,
rumah ibadah, dan
kelompok kepentingan
lainnya) dalam
merespons Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme bagi
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,
dan kelompok
kepentingan
lainnya).

yang Mengarah
pada Terorisme bagi
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas pemuda,
organisasi
kemasyarakatan
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan, rumah
ibadah, dan
kelompok
kepentingan
lainnya).

Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme bag,
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,
dan kelompok
kepentingan
lainnya).

Kemenag
Kemenpora
KemenPPPA
Komnas
Perempuan
Komnas HAM

SK No 001038 C

2. Pelatihan
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2. Pelatihan dan

sosialisasi untuk
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme bagi
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,

2. Terselenggaranya
sejumlah pelatihan
dan sosialisasi
untuk pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme bagi
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan, rumah
ibadah, dan
kelompok

2. Meningkatnya
kapasitas dan
dukungan
sejumlah
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,
dan kelompok
kepentingan
lainnya).

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemensos
Kemenag
Kemenpora
KemenPPPA
Komnas
Perempuan
Komnas HAM

SK No 001039 C

dan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t9-
NO PTRMASALAIIAI'I STRATEGI AKSI PT KELUARAT{ IIASIL trIAKTU PEI{AT{GGIING

JAUIABI n UI TV v
dan kelompok
kepentingan
lainnya).

kepentingan
lainnya).

3. Pelibatan para
pemimpin
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,
dan kelompok
kepentingan
lainnya) sebagai

3. Sejumlah pemimpin
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas pemuda,
organisasi
kemasyarakatan,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan, rumah
ibadah, dan
kelompok
kepentingan
lainnya) terlibat
sebagai narasumber
dalam pelatihan

3. Meningkatnya
jumlah pemimpin
komunitas
(komunitas
perempuan,
komunitas
pemuda,
organisasi
masyarakat sipil,
pelaku usaha,
partai politik,
lembaga
pendidikan,
rumah ibadah,
dan kelompok
kepentingan
lainnya) dalam

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemendagri
Kemensos
Kemenag
Kemenpora
KemenPPPA
Komnas
Perempuan
Komnas HAM

SK No 001040 C
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narasumber
dalam pelatihan
dan sosialisasi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

dan sosialisasi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

pelatihan
sosialisasi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

dan

yang
pada

4. Penghargaan bagi
organisasi
kemasyarakatan,
termasuk dunia
usaha dalam
merespons
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

4. Seleksi bagr
organisasi
kemasyarakatan
dan dunia usaha
untuk
mendapatkan
penghargaan dalam
pencegahan
terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

4. Meningkatnya
dukungan
perwakilan
organisasi
kemasyarakatan,
termasuk dunia
usaha dalam
merespons
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang

x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenag
Kemendagri
Kemendag

SK No 001041 C
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yang Mengarah
pada Terorisme.

Mengarah
Terorisme

pada

5. Pelatihan
pengelolaan
rumah ibadah
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

5. Terselenggaranya
sejumlah pelatihan
pengelola rumah
ibadah yang
melibatkan
sejumlah peserta
tentang pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

5. Meningkatnya
kesadaran
pengelola rumah
ibadah tentang
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x BNPT

KIL terkatt
Kemenag

6. Pelatihan bagi
penceramah
agama untuk
mendorong
moderasi
beragama.

6. Terselenggaranya
pelatihan terhadap
pencerarnah agama
terkait pandangan
moderat dalam
beragama.

6. Meningkatnya
jumlah
penceramah yang
mempunyai
pandangan dan
sikap moderat
dalam beragama.

x x x x x Kemenag

K/L terkait
BNPT
BPIP

SK No 001042 C

7. Pelatihan
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7. Pelatihan

pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme bagi
jurnalis.

7. Terselenggaranya
sejumlah pelatihan
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme bagi
jurnalis.

7. Meningkatnya
dukungan jurnalis
dalam pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x BNPT

KIL terkatt:
Kemenkominfo
Dewan Pers

8. Integrasi
kurikulum
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme ke
dalam pelatihan/
pendidikan yang
diselenggarakan
oleh K/L dengan

8. Terintegrasinya
kurikulum
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme ke
dalam pelatihan/
pendidikan yang
diselenggarakan
oleh KIL dengan

8. Terselenggaranya
sejumlah
pelatihan/pendi-
dikan
dengan kurikulum
yang terintegrasi
mengenai
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

x x x BNPT

KIL terkatt:
Kemendagri
Kemenpora
Kemhan

SK No 001043 C
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target peserta
komunitas.

pesertatarget
komunitas

Terorisme dengan
target peserta
komunitas.

UI Fotus 3: Melhglatlan efehlvlta! karrpaDyc lrcrccgabatr EkrtremisDe Eerba.ls Ilclcra.a.i lrang llengarah ped. Terorlslne dl kalarga! LelotrpoL
relt.n (tontr. radltallsasl)

1 Belum tersedianya
indikator
keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di
kalangan kelompok
yang rentan terhadap
isu tersebut.

Mengembangkan
indikator keberhasilan
kampanye pencegahan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di kalangan
kelompok rentan.

1. Men5rusun
indikator
keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
kalangan
kelompok rentan.

1. Indikator
keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme di
kalangan kelompok
rentan.

1. Digunakannya
indikator
keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
kalangan
kelompok rentan.

x BNPT

KIL terkatl:
Kemenag
Kemenkominfo
Kemenpora
Kejaksaan
Agung
LIPI

2. Penilaian
efektivitas

2. Terselenggaranya
penilaian efektivitas

2. Tersedianya
parameter

x BNPT

SK No 001044 C

kampanye
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kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme
dengan
membandingkan
data awal dan
data akhir.

dan keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

berstandar nilai
untuk mengukur
efektivitas dan
keberhasilan
kampanye
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

K/L terkait:
Kemenag
LIPI
Kemenkominfo

3. Penyusunan road
map komunikasi
strategis dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

3. Road map
komunikasi
strategis dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme di
linekunean K/L.

3. Tersedianya road
map komunikasi
strategis dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x BNPT

K/L terkait:
Kemenag
Kemenkominfo
LIPI

SK No 001045 C

Terorisme
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Terorisme di
lingkungan K/L.

4. Integrasi elemen
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme ke
dalam Pedoman
Perilaku
Penyiaran dan
Standar Program
Siaran (P3SPS).

4. Revisi P3SPS yang
mengadopsi elemen
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

4. Diimplementasi-
kannya revisi
P3SPS yang
mengadopsi
elemen
pencegal.an
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dan
adanya sistem
monitoring atas
implementasi
tersebut pada
media-media
penyiaran.

x Kemenkominfo

K/L terkait
BNPT
KPI

SK No 001046 C

5. Integrasi .
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5. Integrasi elemen

pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme ke
dalam Pedoman
Media Siber.

5. Mendorong adopsi
elemen pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
dalam Pedoman
Media Siber.

5. Diimplementasi-
kannya revisi
Pedoman Media
Siber yang
mengadopsi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x BNPT

K/L terkait:
Kemenkominfo
Dewan Pers

6. Mendorong adopsi
elemen
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dalam

6. Pen5rusunan
indikator
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme dalam
kurikulum uji

6. Dipertimbangkan-
nya elemen
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dalam
modul dan

x BNPT

K/L terkait:
Kemenkominfo
Dewan Pers

SK No 001047 C
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uji kompetensi
jurnalistik.

kompetensi
jurnalistik.

kurikulum dalam
uji kompentensi
jurnalistik.

2 Belum diadopsinya
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme, serta
belum digunakannya
metodologi
pembelajaran dengan
ca-ra berpikir kritis,
dalam kurikulum
pendidikan formal
dan kegiatan
kemahasiswaan
mulai tingkat dasar
hingga tingkat tinesi.

1. Menambahkan
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme, termasuk
mengadopsi
metodologi berpikir
kritis dalam sistem
pengajaran dan
kurikulum
pendidikan formal
mulai dari dasar,
menengah, dan
tinggi.

1. Penambahan
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
termasuk
peningkatan
keterampilan
berpikir kritis
dalam kurikulum
pendidikan dasar
dan menengah.

1. Adanya kurikulum
pendidikan formal
yang mengadopsi
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme,
termasuk sistem
belajar-mengajar,
serta kurikulum
yang menstimuli
berpikir kritis pada
pendidikan tingkat
dasar dan
menengah.

1. Digunakannya
kurikulum formal
yang mengadopsi
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dan
adanya proses
belajar-mengajar
serta kurikulum
yang menstimuli
berpikir kritis
pada pendidikan

x Kemendikbud

K/L terkait
BNPT

SK No 001048 C

dasar
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dasar
menengah

dan

2. Penambahan
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
termasuk
peningkatan
keterampilan
berpikir kritis
dalam kurikulum
pendidikan ting$.

2. Adanya kurikulum
pendidikan formal
yang mengadopsi
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme,
termasuk sistem
belajar-mengqjar,
serta kurikulum
yang menstimuli
berpikir kritis pada
pendidikan tinggi.

2. Digunakannya
kurikulum formal
yang mengadopsi
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dan
adanya proses
belajar-mengqjar
serta kurikulum
yang menstimuli
berpikir kritis
pada pendidikan
tinggi.

x Kemendikbud

K/L terkait
BNPT
BPIP

SK No 001049 C

3. Penambahan
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3. Penambahan

materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
termasuk
peningkatan
kemampuan
berpikir kritis
dalam kurikulum
pendidikan
formal agarna
tingkat dasar,
menengah, serta
perguruan tinggi.

3. Kurikulum
pendidikan formal
agama yang
mengadopsi materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme,
termasuk berpikir
kritis dalam
kurikulum
pendidikan formal
agama tingkat
dasar, menengah,
serta perguruan
tinggi.

3. Digunakannya
kurikulum
pendidikan formal
agama yang
mengadopsi
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
termasuk
pengaplikasian
sistem belajar-
mengajar dengan
menggunakan
metode berpikir
kritis pada
pendidikan formal

x Kemenag

K/L terkait
BNPT

SK No 001050 C

agama .



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-
l{o PERMASAI,AIIAN STRATEIGI AKSI PI KTLUARATT IIASIL WAI(TU PENANGGT'NG

JAIIIABI il III rv v
agama tingkat
dasar dan
menengah, serta
perzuruan tinggi.

4. Pelatihan Pelatih
bagr guru
pendidikan
formal tingkat
dasar dan
menengah untuk
materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dan
pelatihan
mengajar dengan
mengzunakan

4. Sejumlah guru
mendapat pelatihan
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
padaTerorisme, dan
pelatihan mengajar
dengan
menggunakan
metode berpikir
kritis.

4. Meningkatnya
kapasitas
sejumlah guru
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dan
meningkatnya
kemampuan
mengajar
menggunakan
metode berpikir
kritis.

x x x Kemendikbud

KIL terkatt
BNPT

SK No 001051 C

metode
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metode berpikir
kritis.

5. Pelatihan Pelatih
bagr dosen
tentang materi
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dan
sistem belajar-
mengajar dengan
metode
pembelajaran
berpikir kritis.

5. Sejumlah dosen
mendapat pelatihan
materi pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme, dan
pelatihan mengajar
dengan metode
berpikir kritis.

5. Meningkatnya
kapasitas
sejumlah dosen
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dan
meningkatnya
kemampuan
mengajar
menggunakan
metode berpikir
kritis.

x x x Kemendikbud

K/L terkait
BNPT

6. Pelatihan Pelatih
bagi guru, dosen

6. Sejumlah dosen dan
zuru agarna

6. Meningkatnya
kapasitas

x x x x Kemenag

SK No 001052 C

agama
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agama
pendidikan
formal tingkat
dasar, menengah,
dan perguruan
tinggi terkait
metode dan
materi
pembelajaran
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dan
peningkatan
kemampuan
berpikir kritis.

mendapat pelatihan
materi dan metode
pembelajaran
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme dan
pelatihan mengajar
dengan
menggunakan
metode berpikir
kritis.

sejumlah dosen
dan guru agarna
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dan
meningkatnya
kemampuan
mengajar
menggunakan
metode berpikir
kritis.

K/L terkait
BNPT

2. Meninjau ulang alat-
alat pembelajaran

1. Kajian terhadap
alat-aIat

1. Adanya hasil kqjian
alat-alat

1. Digunakannya
hasil kaiian alat-

x x x x Kemendikbud

SK No 001053 C

(buku. .
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(buku pelajaran dan
sebagainya) di setiap
jenjang pendidikan
untuk mendukung
upaya pencegahan
dan penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

pembelajaran di
setiap jenjang
pendidikan untuk
mendukung
upaya
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

pembelqjaran di
setiap jenjang
pendidikan untuk
mendukung upaya
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

alat pembelajaran
di setiap jenjang
pendidikan untuk
mendukung upaya
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme dalarn
revisi atau
penyempurnaan
alat-alat
pembelajaran.

K/L terkait
BNPT

3 Belum optimalnya
partisipasi tokoh
pemuda, tokoh
ag€una, tokoh adat,
tokoh perempuan,

Meningkatkan peran
(partisipasi) tokoh
pemuda, tokoh agama,
tokoh adat, tokoh
perempuan, media

1. Koordinasi
berkala dengan
perwakilan tokoh
pemuda, tokoh
adat, tokoh

1. Forum koordinasi
berkala dengan
perwakilan tokoh
pemuda, tokoh
adat, tokoh ag€una,

1. Terbangunnya
sinergi perwakilan
tokoh pemuda,
tokoh agarna,
tokoh adat, tokoh

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenag
Kemensos

SK No 001054 C

peran .
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peran media massa,
dan influencer di
media sosial
(termasuk mantan
narapidana teroris)
dalam
menyampaikan pesan
mencegah
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

massa, dan influencer
media sosial dalam
menyampaikan pes€rn
mencegah Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

agama, tokoh
perempuzrn,
perusahaan
media massa,
perusahaan
media sosial,
serta influencer.

tokoh perempu€rn,
perusahaan media
massa, perusahaan
media sosial, serta
influencer.

perempuan,
perusahaan media
MASSA,
perusahaan media
sosial, serta
influencer.

Kemendagri
Kemenkominfo
KemenPPPA
Kemendes
PDTT
Kemenpora
BSSN

2. Pengembangan
jaringan penyedia
produksi konten
berbasis internet
partisipasi dari
tokoh pemuda,
tokoh agarna,
tokoh adat, tokoh
perempuErn,
peran media
massa, dan
influencer di
media sosial

2. Sindikasi
konten
internet.

produksi
berbasis

2. Meningkatnya
efektivitas
kampanye.

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenkominfo
BSSN

SK No 001055 C
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untuk
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Kampanye kreatif
dan inovatif baik
daring maupun
luring
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
menyasar
keluarga, guru,
komunitas lokal,

3. Adanya produk-
produk inovatif
kampanye daring
dan luring yang
menyasar keluarga,
guru, komunitas
lokal, WNI di luar
negeri, buruh
migran, dan pelajar
di luar negeri untuk
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

3. Meningkatnya
kesadaran
kelompok sasaran
melalui diseminasi
produk-produk
kampanye inovatif
daring dan luring
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenkominfo
Kemlu

SK No 001056 C
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WNI di luar
negeri, buruh
migran, dan
pelajar di luar
negeri.

yang Mengarah
pada Terorisme.

Mengarah
Terorisme

pada

4. Pelatihan Pelatih
bagr tokoh
pemuda, tokoh
agama, tokoh
adat, tokoh
perempuan,
peran media
massa, dan
influencer di
media sosia-l
(termasuk
mantan
narapidana
teroris) dalam
menyampaikan

4. Pelatih yang terdiri
dari tokoh pemuda,
tokoh agama, tokoh
adat, tokoh
perempuan, peran
media massa, dan
inJluencer di media
sosial (termasuk
mantan narapidana
teroris) dalam
menyampaikan
pesan mencegah
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

4. Meningkatnya
kesadaran tokoh
pemuda, tokoh
agama, tokoh
adat, tokoh
perempuurn, peran
media massa, dan
influencer di media
sosial (termasuk
mantan
narapidana
teroris) dalam
menyampaikan
pesan mencegah
Ekstremisme

x x BNPT

K/L terkait:
Kemenag
Kemenpora
Kemenkominfo
KemenPPPA

SK No 001057 C

pesan
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pesan mencegah
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

yang Mengarah
pada Terorisme.

Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

TV
Fokur 4: Merlnglatla[ da!r. tahan Aebtapok scrtar ultut tcrhhdar dad tlndakan Etltrcrrilme BerbarL NeLeras.n yang Mcrgarah pada Terorl6tne
(kontra

1 Belum adanya
inisiatif pembentukan
daerah/komunitas
yang dapat dijadikan
contoh penguatan
daya tangkal
terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

1. Mengembangkan
daerah percontohan
penguatan daya
tangkal terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme melalui
berbagai pendekatan
seperti agafi7a,
budaya, dan
ekonomi.

1. Pemetaan dan
kajian daerah
potensial
penguatan daya
tangkal terhadap
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Hasil pemetaan dan
kajian daerah-
daerah potensial
dalam peningkatan
daya tangkal
terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

1. Digunakannya
trasit pemetaan
dan kajian dalam
pendampingan
dan
pengembangan
daerah
percontohan
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang

x Kemendagri

K/L terkait:
BNPT
Kemensos
Kemendes
PDTT
Kemenkop
UKM
Kemenag
Kemenparekraf

SK No 001058 C

Mengarah
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2. Pendampingan
dan
pengembangan
"Daerah
percontohan
untuk
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Teror-isme"
mela'i ,.ri

pendekatan
agarna, budaya,
dan ekonomi.

3. Peluncuran dan
"Daerah

Mengarah
Terorisme

pada

2. Sejumlah daerah
menjadi "Daerah
percontohan
peningkatan daya
tangkal terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme".

2. Meningkatnya
dukungan
pemerintah
daerah dan
masyarakat lokal
dalam mencegah
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x Kemendagri

K/L lerkatt:
BNPT
Kemensos
Kemendes
PDTT
Kemenkop
UKM
Kemenag
Kemenparekraf

3. Sejumlah kegiatan
peluncuran dan

3. Meningkatnya
kesadaran

x x Kemendagri

SK No 001059 C

percontohan .
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percontohan
penguatan daya
tangkal terhadap
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme"
melalui
pendekatan
agarna, budaya,
dan ekonomi.

promosi "Daerah
percontohan
penguatan daya
tangkal terhadap
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme".

masyarakat
tentang program
daerah
percontohan
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

K/L terkait:
BNPT
Kemensos
Kemendes
PDTT
Kemenkop
UKM
Kemenag
Kemenparekraf

2 Perlunya optimalisasi
peran pemolisian
masyarakat dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Meningkatkan
efektivitas pemolisian
masyarakat dalam
pencegahan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Pelatihan
pemolisian
masyarakat yang
mendukung
upaya pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yarlg

1. Sejumlah peserta
terlibat dalam
pelatihan
pemolisian
masyarakat yang
mendukung upaya
pencegahan
Ekstremisme

1. Meningkatnya
pemahaman dan
keterampilan
polisi dan
masyarakat dalam
upaya pencegahan
Ekstremisme
Berbasis

x x x x

K/L terkait:
BNPT

Polri

SK No 001060 C

Mengarah
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Mengarah
Terorisme

pada Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

2. Sosialiasi dan
promosi
pemolisian
masyarakat
sebagai upaya
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

2. Terselenggaranya
sejumlah sosialiasi
dan promosi
pemolisian
masyarakat terkait
upaya pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
tentang
pemolisian
masyarakat terkait
upaya pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x x Polri

KIL terkatt:
BNPT

3 Perlunya optimalisasi
peran pemuda dalam
mencegah
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan

1. Memperbanyak ruang
partisipasi publik
yang diisi oleh
pemuda dalam
upaya-upaya

1. Menyelenggarakan
acara
kepemudaan
tingkat nasional
tahunan berisi

1. Partisipasi aktif
pemuda dalam
acara kepemudaan
tingkat nasional
dalam rangka

1. Meningkatnya
pemahaman
pemuda tentang
toleransi, cinta
tanah air, dan

x x x x Kemenpora

K/L terkait:
BNPT
Kemenkominfo

SK No 001061 C

yang.
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yang Mengarah pada
Terorisme.

pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

tema-tema
toleransi,
tanah air,
pengenalan
tentang
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

cinta
dan

yang
pada

pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

upaya-upaya
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

2. Program fasilitasi
kampanye kreatif
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di

2. Adanya sejumlah
kampanye kreatif
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
yang diproduksi

2. Meluasnya
dukungan dan
peran pemuda
dalam upaya
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang

x x x x Kemenpora

K/L terkait:
BNPT
Kemenkominfo

SK No 001062 C

kalangan
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JAWABI u tII TV v
kalangan
pemuda.

oleh
pemuda

kalangan Mengarah
Terorisme

pada

3. Penghargaan
tahunan bag,
pemuda dalam
merespons
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Terselenggaranya
sejumlah
pemberian
penghargaan bagr
pemuda sebagai
pelopor dalam
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

3. Meningkatnya
kesadaran
pemuda tentang
kegiatan positif
sebagai cara
pencegahan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x Kemenpora

K/L terkait:
Kemenkominfo
Kemendikbud

2. Meningkatkan
kapasitas pemuda
sebagai aktor
penyebar nilai-nilai
perdamaian dan
kebhinekaan.

1. Pembuatan
modul pelatihan
yang mencakup
topik "internet
ramah" materi
kontra narasi
terhadap

1. Adanya modul dan
kurikulum
pelatihan "internet
ramah" bagr
kalangan pemuda
untuk mencegah
Ekstremisme

1. Meningkatnya
pemahaman
pemuda untuk
mencegah
perluasan
propaganda
Ekstremisme

x x x x Kemenpora

K/L terkait:
Kemenkominfo
Kemendikbud

SK No 001063 C

Ekstremisme
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Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme untuk
pemuda.

Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

2. Forum pemuda
tingkat nasional
yang berisi
tentang berbagi
pengalaman dan
strategi bersama
mengatasi
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme untuk
pemuda.

2. Jumlah peserta
terlibat aktif dalam
forum pemuda
tingkat nasional
berisi berbagi
pengalaman dan
strategi bersama
mengatasi
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
untuk pemuda.

2. Meluasnya
jaringan pemuda
tingkat nasional
yang berisi tentang
berbagi
pengalaman dan
strategi bersama
mengatasi
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x x Kemenpora

K/L terkait:
BNPT
Kemenkominfo
Kemendikbud

SK No 001064 C

V Fokus 5
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NO PERMASAL/THAN

Belum tersedianya
data yang terintegrasi
tentang objek vital,
transportasi,
infrastruktur
informasi strategis,
dan lingkungan
publik yang rentan
dari ancarnan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

STRATEGI

Menyediakan data-data
terintegrasi mengenai
objek vital, transportasi,
infrastruktur informasi
strategis, dan
lingkungan publik yang
rentan dari ancaman
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

AI(SI PE KTLUARAN HASIL ITAKTU PENANGGI'IIIG

JAWABI u ilI TV v

v Foku8 5: Uealnglattal efeldlvltas pergaEanan obJe& vltal, tratrsportasl, d8n urtlayah-wtlayah publll d.d anc.t!e! Eletrenllme Ecrbasl3 Kckerasar
]rang Mengarah pada Terorisme llesiapsiagaan)

I Men5rusun basis data
tentang objek vital,
transportasi,
infrastruktur
informasi strategis,
dan lingkungan
publik yang rentan
dari ancaman
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Basis data yang
terintegrasi mengenai
objek vital,
transportasi,
infrastruktur informasi
strategis, dan
lingkungan publik yang
rentan untuk
mengantisipasi
anczunan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Para pemangku
kepentingan dapat
mengakses basis
data dengan sistem
persetujuan.

x BNPT

K/L terkait:
Kemhan
Polri
Kemenhub
TNI
Kemen BUMN
Kemenkominfo
Kemenperin
Kemendagri
Kemenag
Kemenpora
Kemenparekraf
Kemendikbud
Kemen ESDM
Kemenkumham
BSSN

SK No 001282 C

2 Perlunya. . .
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2 Perlunya optimalisasi

sistem pengamanan
pelindungan objek
vital, transportasi,
infrastruktur
informasi strategis,
dan lingkungan publik
yang rentan dari
ancaman
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Mengoptimalkan sistem
pengamanan dan
deteksi dini terhadap
ancaman objek vital,
transportasi,
infrastruktur informasi
strategis, dan
lingkungan publik yang
rentan dari ancaman
Terorisme.

1. Pengembangan
sistem
pengamanan
objek vital,
transportasi,
infrastruktur
informasi
strategis, dan
lingkungan
publik yang
rentan termasuk
pusat-pusat
bisnis
berdasarkan
evaluasi.

1. Adanya sistem
peng€rmanan objek
vital, transportasi,
infrastruktur
informasi strategis,
dan lingkungan
publik yang rentan
yang sudah
dikembangkan dan
dievaluasi.

1. Sistem digunakan
oleh para
pemangku
kepentingan.

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemhan
Polri
Kemenhub
TNI
Kemen BUMN
Kemenkominfo
Kemenperin
Kemendagri
Kemenag
Kemenpora
Kemenparekraf
Kemendikbud
BSSN

2. Evaluasi secara
berkala sistem
pengamanan dan
deteksi ancarnan.

2. Adanya penilaian
sistem keamanan
yang sudah dibuat.

2. Penilaian
digunakan
pemangku
kepentingan

oleh
x x x x

K/L terkait:
Kemhan

Polri

SK No 001066 C

dalam
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JAWABI II III rv v
dalam
memperbaiki
sistem yang ada.

TNI
Kemen BUMN
Kemenhub
Kemenkominfo
Kemenperin
Kemendagri
Kemenag
Kemenpora
Kemenparekraf
Kemendikbud
BSSN
BNPT

3. Peningkatan
kapasitas SDM
penyelenggara
sistem
pengamanan.

3. Meningkatnya
kemampuan
petugas keamanan

3. Meningkatnya
kemampuan
pemangku
kepentingan.

x x x x Polri

K/L terkait:
Kemhan
TNI
Kemenhub
Kemen BUMN
Kemenkominfo

SK No 001150 C

Kemenperin .
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Kemenperin
Kemendagri
Kemenag
Kemenpora
Kemenparekraf
Kemendikbud
BSSN
BNPT

VI kelom anak sla',
1 Belum maksimalnya

integrasi pelindungan
anak dari radikalisme
dan tindak pidana
Terorisme.

Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Nomor 7 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman
Perlindungan Anak dari
Radikalisme dan Tindak
Pidana Terorisme.

Pelaksanaan aksi
Peraturan Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Nomor 7 Tahun 2079
tentang Pedoman
Perlindungan Anak
dari Radikalisme dan

Integrasi pelaksanaan
pedoman pelindungan
anak dari radikalisme
dan tindak pidana
Terorisme.

Laporan pelaksanaan
aksi Peraturan
Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Nomor 7 Tahun 2OL9
tentang Pedoman
Perlindunqan Anak

x x x x x KemenPPPA

K/L terkait:
KemenPPN/
Bappenas
Polri
BNPT
Kemendagri
Kemenag

SK No 001068 C

Tindak

Fokus 6: Pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana Terorisme
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JAWABI u UI TV v
dari Radikalisme dan
Tindak Pidana
Terorisme.

VII
1 Perlunya optimalisasi

perangkat
peningkatan kapasitas
petugas dalam Lapas,
Bapas dan Rutan
untuk menangani
radikalisasi di
Lapas/Rutan.

x
Fokus 7: Deradikalisasi di dalam La

Men5rusun standar
kompetensi petugas
yang bersinergi dengan
Rencana aksi
Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang

Tindak
Terorisme

1. Pen5rusunan
standar
kompetensi
minimum
petugas
menangani
tahanan

1. Adanya standar
kompetensi
minimum kapasitas
petugas yang
menangani tahanan
dan narapidana
teroris.

1. Adanya petugas
yang kompeten
dalam
menangani
tahanan dan
narapidana
teroris.

Pidana

yang

dan

Kemensos
Kemendikbud
Kemenkominfo
Kemenkumham
Kemenkop
UKM
Kemenkes
Kemenaker
KPAI
LPKA
LPSK

Kemenkumham

SK No 001283 C

ada

Terorisme
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JAtrIABI II UI TV v
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan) yang
mengintegrasikan
kebutuhan atas
perangkat peningkatan
kapasitas petugas yang
berkesesuaian dengan
prinsip yang ada dalam
RAN ini.

teroris yang
sesuai dengan
prinsip-prinsip di
dalam RAN ini,
termasuk di
dalamnya materi
ketahanan
terhadap potensi
terpapar ideologi
ekstrem.

2. Pengembangan
kurikulum
dan/atau
perangkat untuk
petugas yang
komprehensif
untuk kategori
latihan umum
dan khusus

2. Adanya kurikulum
dan buku panduan,
buku saku, yang
dimiliki oleh semua
petugas yang
berhadapan dengan
tahanan dan
narapidana teroris.

2. Pelatihan yang
berstandar
untuk
menghasilkan
petugas yang
kompeten.

x Kemenkumham

SK No 001070 C

sebelum



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESTA

-50-
NO PERMASAL/IHAN STRATEGI AI(SI PE KELUARAIT IIASIL WAI<TU

I II UI ry v
PENANGGI'ITG

JAIPAB
sebelum dan pada
saat masa
layalan, sesuai
dengan prinsip-
prinsip yang
diakomodir di
dalam RAN ini.

3. Rekrutmen
petugas yang
menangani
tahanan dan
narapidana
teroris sesuai
dengan prinsip-
prinsip yang
diakomodasi di
dalam RAN ini.

3. Adanya rekrutmen
petugas yang
men€rngani tahanan
dan narapidana
teroris sesuai
dengan prinsip-
prinsip yang
diakomodir di
dalam RAN ini.

3.1 Petugas yang
berkompeten
terekrut dengan
baik yaitu
kesesuaian
petugas dengan
keterampilan
dan keahlian
yang dimiliki
termasuk
keahlian dalam
melakukan
deradikalisasi

x Kemenkumham

SK No 001284C

taksiran
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JAqIABI II UI w v
taksiran risiko
dan kebutuhan
(asesmen)
narapidana.

3.2 Terpenuhinya
jumlah dan
kualitas
petugas dengan
keahliannya
yang sesuai
dengan
kebutuhan
keahliannya.

x Kemenkumham

4. Pelatihan umum
dan khusus bagi
semua petugas
dalam menangani
tahanan dan
narapidana
teroris yang terus

4. Adanya pelatihan
untuk petugas yang
berhadapan dengan
tal.anan dan
narapidana teroris.

4. Adanya petugas
yang kompeten
dalam menangani
tahanan dan
narapidana
teroris.

x x x x x Kemenkumham

SK No 001072C

diperbarui
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diperbarui
melalui
mekanisme
pelatihan pra
layanan dan
masa layanan
yang sesuai
dengan prinsip
yang diakomodir
di dalam RAN ini.

5. Tinjauan ulang
pelatihan
(termasuk modul
penanganan
ramatr anak)
petugas untuk
melihat
kesesuaian
dengan prinsip-

5. Adanya hasil
tinjauan terhadap
pelatihan (termasuk
modul penanganan
ramah anak) yang
berhubungan
dengan tahanan
dan narapidana
teroris.

5. Adanya kemajuan
petugas dalam
menangani
tahanan dan/atau
narapidana teroris.

x x x x x Kemenkumham

SK No 001073 C

pnnslp
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prinsip yang ada
dalam RAN ini.

6. Pelindungan bag
Pamong (petugas
pendamping
narapidana
teroris) dan
ketahanan
petugas l"apas
yang berhadapan
dengan
narapidana teroris
khususnya
kategori tinggi
dan/atau ideolog.

6. Adanya peraturan
terkait mekanisme
pelindungan
khususnya
keamanan bagi Wali
Pemasyarakatanl
Pamong dan
ketahanan petugas
Lapas.

6. Wali
Pemasyarakatanl
Pamong
melaksanakan
tugasnya dengan
maksimal karena
adanya
pelindungan yang
memadai dan
ketahanan yang
cukup dalam
menghadapi
tahanan dan
narapidana teroris
kategori tinggl
dan/atau ideolog.

x Kemenkumham

2 Perlu optimalisasi
peninjauan ulang

Melakukan pengkajian
teoretik dan praktik

1. Kajian
dan

teoretik
praktik

1. Adanya
ukur

mekanisme
klasifikasi

1. Sistem
pengukuran

x Kemenkumham

SK No 001074 C

secara
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secara teoretik dan
praktik terkait
mekanisme penilaian
klasifikasi kebutuhan
dan risiko untuk
pengelolaan tahanan
dan narapidana
teroris dengan
memperhatikan
kekhususan pada
perempuan dan anak
secara individual. Hal
tersebut merupakan
proses rehabilitasi
tahanan dan
narapidana teroris.

STRATEGI

mekanisme penilaian
untuk pengelolaan
tahanan dan
narapidana teroris
memperhatikan
kekhususan pada
perempuan dan anak
serta membangun
mekanismenya yang
bersinergi dengan
Rencana aksi
Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan) yang

mengenar
mekanisme
penilaian untuk
pengelolaan
tahanan dan
narapidana
teroris
memperhatikan
kekhususan pada
perempuan dan
anak.

2. Penyusunan
mekanisme
pemindai yang
sesuai dengan
hasil peninjauan.

KELUARAT{

kebutuhan dan
risiko untuk
pengelolaan tahanzrr
dan narapidana
teroris untuk
mengukur efektivitas
tinjauan terukur dari
hasil evaluasi.

WAI(TU PENAI{GGIIIIG

JAIVAB

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

v

PER}IASAtIIHAI{NO AI(SI PE

II IN IV

Adanya mekanisme
pemindai klasifikasi
tahanan dan/atau
narapidana teroris
yang sesuai
kebutuhan risiko.

klasifikasi
kebutuhan dan
risiko untuk
pengelolaan
tahanan dan
narapidana teroris
yang efektif yang
terus termutakhir.

Sistem
pengukuran
klasifikasi
kebutuhan
risiko
pengelolaan
tahanan

IIASIIL

I

x

dan
untuk

dan
teroris

Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

SK No 001285 C

men asikan

kebutuhan
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kebutuhan atas
mekanisme penilaian
risiko dan kebutuhan
dalam proses
rehabilitasi narapidana,
pengelolaan tahanan
/narapidana teroris
untuk pengelolaan
tahanan dan
narapidana teroris
dengan memperhatikan
kekhususan pada
perempuan dan anak.

yang efektif yang
terus termutakhir.

3. Pusat data
pengelolaan risiko
yang sesuai
dengan
mekanisme yang
ditetapkan
bersama
dan/atau dapat
diakses oleh
penegak hukum
yang
berkepentingan.

3. Adanya pusat data
pengelolaan risiko
tahanan dan
narapidana teroris
dengan
memperhatikan
kekhususan pada
perempuan dan
anak.

3.1.Sistem
pengukuran
klasifikasi
kebutuhan dan
risiko untuk
pengelolaan
tahanan dan
narapidana teroris
yang efektif yang
terus termutakhir.

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

3.2.Komunikasi
antar penegak
hukum terkait
risiko menjadi
lebih lancar
(diukur dari
hasil
evaluasi).

x x x x x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

SK No 001076 C

4. Penempatan
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PENANGGUNG

JAWAB
4. Penempatan dan

perlakuan
(kebutuhan)
tahanan dan
narapidana
teroris sesuai
dengan
mekanisme yang
menunjang
rehabilitasinya.

4. Penerimaan,
penilaian dan sistem
klasifikasi yang
efektif untuk
tahanan dan/atau
narapidana baru
yang
mengintegrasikan
unsur pengelolaan
tahanan dan
narapidana teroris.

4. Populasi target
progr€rm
pembinaan dan
rehabilitasi dapat
didefinisikan
secara sempit dan
sesuai dengan
kriteria yang
ditetapkan
menjawab risiko
keamanan
sehingga
memaksimalkan
kondisi
pengamanan yang
sesuai dengan
prinsip dalam RAN
ini.

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

SK No 001077 C

3 Perlunya
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Perlunya optimalisasi
indikator untuk
menentukan
keberhasilan program
deradikalisasi.

STRATEGI

Optimalisasi
keberhasilan program
deradikalisasi yang
selaras dengan Rencana
aksi Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
'Ierorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan).

AKSI PE

1. Pen5rusunan
indikator
keberhasilan
program
deradikalisasi
yang
mempertimbang-
kan temuan tim
peninjau program
deradikalisasi.

2. Peninjauan
program
deradikalisasi di
Lapas dan Rutan
antara lain
dengan metode
pemutusan
ldisengagement)
kekecewaan.

KTLUARAN

2.. Adanya peninjauan
program
deradikalisasi di
Lapas dan Rutan.

IHSIL

1. Menurunnya kasus
radikalisme
dan/atau
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di Lapas
dan Rutan yang
berdasarkan hasil
evaluasi.

2. Menurunnya kasus x
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di Lapas
dan Rutan yang

WAKTU

l--

I

Kemenkumham3

IV

x x

K/L terkait:
BNPT

1. Adanya indikator
keberhasilan
program
deradikalisasi yang
menjadi rujukan
bersama berbagai
pemangku
kepentingan.

I II ilI
x

x x Kemenkumham

K/L terkait
BNPT

SK No 001286 C

berdasarkan
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JAWABI II UI w v
berdasarkan hasil
evaluasi.

3. Pengadaan
program yang
sesuai dengan
kebutuhan dan
risiko (individual).

3. Adanya program
yang sesuai dengan
kebutuhan dan
risiko (individual)
termasuk program
intervensi dan
kebutuhan sa-rana
dan prasarana.

3. Menurunnya kasus
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yarlg
Mengarah pada
Terorisme di Lapas
dan Rutan yang
berdasarkan hasil
evaluasi.

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT

4. Pen5rusunan
perangkat
program
deradikalisasi
dengan
memasukkan
aspek pemutusan

4.1 Program
deradikalisasi
dapat
mendefinisikan
tujuan dan hasil
intervensi target
(level bawah/

4.1 Menurunnya
kasus
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT

SK No 001079 C

(disengagement)



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-
NO PERMASALAIIAI{ STRATDGI AKSI PT KTLUARAII IIASIL WAKTU PENANGGUNG
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(disengagement)
yang berbasis
pemasyarakatan,
termasuk
kemungkinan
adanya metode
rekonsiliasi.

pemimpin);
perubahan
signifikan pada
ekstremis yang
meliputi (a)
hubungan sosial;
(b) pelindungan;
(c) identitas;
(d) ideologi orientasi
tindakan; dan
(e) kekecewaan.

Terorisme di
Lapas dan Rutan
yang
berdasarkan
hasil evaluasi.

4.2 Pengadaan kegiatan
termasuk konseling
dan dukungan
psikologi; program-
program perilaku
kognitif; intervensi-
intervensi
pekerjaan sosial;
dialog berdasarkan

4.2 Menurunnya
kasus
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas dan Rutan

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT

SK No 001080 C

keyakinan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-
t{o PTRMASALAIIAT{ STRATEGI AKSI PE KELUARAI{ IIASIL WAKTU PENANGGT'NG
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keyakinan;
pendidikan;
pelatihan keahlian
sesuai dengan
identifikasi
kebutuhan dan
risiko; terapi-terapi
kreatif; terapi-
terapi fisik
(contohnya yoga,
olahraga, latihan);
kegiatan keluarga;
dan sosial, budaya,
serta rekreasi.

yang
berdasarkan
hasil evaluasi

4 Perlu optimalisasi
program
deradikalisasi
berbasis pada
pemasyarakatan yang
ditujukan bagi warga

Optimalisasi program
deradikalisasi berbasis
pada pemasyarakatan
yang ditujukan bagr
warga binaan
pemasyarakatan teroris

1. Peninjauan
program
deradikalisasi
berbasis pada
pemasya-rakatan
yang dituiukan

1. Adanya hasil
tinjauan terhadap
program
pembinaan dan
perencanazrn
rehabilitasi dan

1. Menurunnya
angka residivis
terhadap tindak
pidana Terorisme.

x Kemenkumham

K/L terkait
BNPT

SK No 001081 C

binaan
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PENANGGIING

JAITAB
bagi warga binaan
pemasyarakatan
teroris yang juga
mengedepankan
aspek rehabilitasi
dan reintegrasi
khususnya bagr
narapidana
teroris kepada
komunitas dan
keluarganya yang
sesuai kebutuhan
dan risiko
individu

reintegrasi yang
berbasis
pemasyarakatan
sesuai dengan
kebutuhan
individualnya.

NO

binaan
pemasyarakatan
teroris yang juga
mengedepankan
aspek rehabilitasi dan
reintegrasi
khususnya bagi
narapidana teroris
kepada komunitas
dan keluarganya yang
sesuai kebutuhan
dan risiko
individualnya.

yang Juga
mengedepankan aspek
rehabilitasi dan
reintegrasi khususnya
bagi narapidana teroris
kepada komunitas dan
keluarganya sesuai
dengan kebutuhan dan
risiko individualnya
yang selaras dengan
Rencana aksi
Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan).

2. Pengadaan
program
pembinaan
termasuk
deradikalisasi
berbasis

2.1. Adanya prograrn
deradikalisasi yang
berbasis pada
pemasya-rakatan
yang ditujukan bagi
wa-rga binaan

2.lMenurunnya
angka residivis
terhadap tindak
pidana
Terorisme.

x Kemenkumham

K/L terkait
BNPT

WAKTU

SK No 001287 C

pemasyarakatan .
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pemasyarakatan
yang ditujukan
bagi warga binaan
pemasyarakatan
teroris yang juga
mengedepankan
aspek rehabilitasi
dan reintegrasi
khususnlza bagr
narapidana
teroris di
antaranya dengan
memasukkan
aspek pemutusan
(,lisengagement)
yang berbasis
pemasyarakatan,
serta
kemungkinan

pemasyarakatan
teroris yang juga
mengedepankan
aspek rehabilitasi
dan reintegrasi
individual
narapidana teroris
dengan
memasukkan
pemutusan
(disengagement)
yang berbasis
pemasyarakatan
dan metode
rekonsiliasi yang
ditujukan bagr
tahanan dan/atau
narapidana yang
teridentifikasi
dalam kelompok

SK No 001083 C

adanya. .
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adanya metode
rekonsiliasi.

tahanan/
narapidana teroris

2.2. Adanya kegiatan-
kegiatan termasuk
konseling dan
dukungan
psikologi; program-
program perilaku
kognitif;
intervensi-
intervensi
pekerjaan sosial;
dialog berdasarkan
keyakinan;
pendidikan;
pelatihan keahlian
sesuai dengan
identifikasi
kebutuhan dan
risiko; terapi-terapi

2.2 Menurunnya
kasus
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas dan Rutan
yarlg
berdasarkan
hasil evaluasi
dimana terjadi
perubahan
signifrkan pada
narapidana
teroris yang
meliputi: (a)

x Kemenkumham

K/L terkait
BNPT

SK No 001084 C

kreatif
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kreatif; terapi-
terapi frsik
(contohnya yoga,
olahraga, latihan);
kegiatan keluarga;
dan sosial, budaya,
serta rekreasi.

hubungan sosial;
(b) pelindungan;
(c) identitas; (d)
ideologi orientasi
tindakan; dan (e)

kekecewaan.

3. Persiapan
integrasi
narapidana
teroris ke
masyarakat yang
sistemik yang
meliputi
konseling agama
dan psikologi,
penguatan
ekonomi,
kesadaran sosial,

3. Adanya mekanisme
pelaksanaan
integrasi narapidana
teroris ke
masyarakat yang
sistemik dan efektif,
dan pemberdayaan
di masyarakat.

3. Adanya
perubahan positif
yang signifikan
dari narapidana
teroris.

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
Kemensos
Kernendagri

SK No 001085 C

monitoring
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monitoring dan
evaluasi (berupa
kunjungan
rumah) yang
sesuai dengan
prinsip dalam
RAN PE ini
termasuk jika
dibutuhkan
melibatkan peran
perempuan dalam
dialog mencegah
stigma,
terekonsiliasi,
dan lain-lain.

4. Pengadaan
pelatihan di
komunitas yang
dibutuhkan
sesuai dengan

4. Adanya individu
khususnya tokoh di
komunitas yang
terlatih untuk
penerimaan mantan

4. Terbentuknya
masyarakat yang
responsif dalam
menciptakan
perdamaian dan

x x x x x Kemenkumham

K/L terkait
BNPT
Kemensos

SK No 001086 C

hasil



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-
NO PTRMASALAHAIT STRATEGI AKSI PT KELUARAI{ HASIL WAKTU PENAT{GGT}NG

JAWABI H III IV v
hasil tinjauan
ulang tentang
pelatihan di
masyarakat
(keluarga dan
lingkungan
termasuk tokoh
masyarakat)
persiapan untuk
menerima
mantan
narapidana
teroris.

narapidana teroris
saat sudah selesai
menjalankan masa
pidananya dan
kembali di
masyarakat (hasil
dari mekanisme
kajian ulang modul
dan pelatihan di
komunitas).

mengantisipasi
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Kemendagri

5 Perlu optimalisasi
mekanisme
penanganan anak
yang terlibat dalam
kasus Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada

Membangun mekanisme
penanganan anak yang
terlibat dalam kasus
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada

1. Pen5rusunan
instrumen
penilaian untuk
penanganan anak
didik PAS
(narapidana
anak-Andik PAS)

1. Adanya instrumen
sebagai mekanisme
penanganan anak
didik PAS
(narapidana anak-
Andik PAS) yang
terlibat dalam kasus

1. Mekanisme
be{alan dengan
baik di antaranya
dengan
diperlakukan anak
yang terlibat kasus
Terorisme sesuai

x x x x x Kemenkumham

K/L terkatt:
BNPT
KemenPPPA
KPAI

SK No 001087 C

Terorisme
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$o PERMASALAIIAI{ STRATEGI

Terorisme (recruited
child) di sistem
pemasyarakatan yang
menyelaraskan dengan
Rencana aksi
Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan).

AKSI PE KILUARAIT IIASIL WAKTU PENAI{GGI'NG

JAWABI II IN TV v
Terorisme (recruited
child) di sistem
pemasyarakatan.

yang terlibat
da-lam kasus
Terorisme yang
terintegrasi
dengan pedoman
pelindungan anak
dari radikalisme
dan tindak
pidana Terorisme.

Terorisme yang
terintegrasi dengan
pedoman
pelindungan anak
dari radikalisme dan
tindak pidana
Terorisme sesuai
dengan prinsip
dalam RAN ini.

dengan standar
nasional, pedoman
pelindungan anak
dar-i radikalisme
dan tindak pidana
Terorisme dan
prinsip yang ada
dalam RAN ini.

2. Penilaian
kebutuhan
berdasarkan
instrumen yang
disusun.

2. Adanya penilaian
kebutuhan sebagai
mekanisme
penanganan anak
didik PAS
(narapidana anak-
Andik PAS) yang
terlibat dalam kasus
Terorisme yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN ini.

2. Mekanisme
berjalan dengan
baik di antaranya
dengan
diperlakukan anak
yang terlibat kasus
Terorisme sesuai
dengan staldar
nasional dan
prinsip yang ada
dalam RAN ini.

x x x x x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA
KPAI

SK No 001288 C

3. Perencanaan
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3. Perencanaan

sesuai kebutuhan
yang
diidentifrkasikan
dalam hasil
penilaian.

3. Adanya
perencanaan
kebutuhan Andik
PAS sesuai hasil
penelitian sebagai
mekanisme
penanganan anak
didik PAS
(narapidana anak
Andik PAS) yang
terlibat dalam kasus
Terorisme yang
sesuai dengan
prinsip dalam RAN
ini.

3. Mekanisme
berjalan dengan
baik di antaranya
dengan
diperlakukan anak
yang terlibat kasus
Terorisme sesuai
dengan standar
nasional dan
prinsip yang ada
dalam RAN ini.

x x x x x Kemenkumham

K/L terkatt:
BNPT
KemenPPPA
KPAI

4. Pembangunan
mekanisme
berdasarkan yang
direncanakan.

4. Adanya mekanisme
yang terdiri dari
instrumen penilaian
kebutuhan dan
perencanaan

4. Mekanisme
be{alan dengan
baik di antaranya
dengan
diperlakukan anak

x x x x x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
KemenPPPA

SK No 001089 C

penanganan
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penanganan anak
didik PAS
(narapidana anak-
Andik PAS) yang
terlibat dalam kasus
Terorisme yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN ini.

yang terlibat kasus
Terorisme sesuai
dengan standar
nasional dan
prinsip yang ada
dalam RAN ini.

KPAI

6 Perlu optimalisasi
reformasi
Lapas/Rutan
termasuk perbaikan
fasilitas yang ada,
strategi Lapas/Rutan,
untuk mewujudkan
kondisi efektif di
antaranya melalui
pengelolaan informasi
antar KIL yang dapat
menunjang

Pengintegrasian
Rencana Aksi
Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN PE
Lapas/Rutan) yang
mengintegrasikan
program reformasi
Lapas/Rutan untuk

Pembuatan Rencana
Aksi
Penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan (RAN
PE Lapas/Rutan)
yang
mengintegrasikan
program reformasi

Pelaksanaan RAN PE di
Lapas/Rutan yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN ini melalui
kerl'a sEr.ma yang sinergi
di seluruh
Lapas/Rutan dan antar
KIL di tingkat pusat
dan daerah sebagai
strategi Lapas/Rutan,
untuk mewujudkan
kondisi efektif di

Meminimalisasi
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan melalui
keq'a sama dan
sinergi berbagai
lembaga pemerintah
di seluruh Lapas/
Rutan dan antar K/L

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT
Kemensos
Kemendagri
Polri
Kejaksaan
Agung

SK No 001090 C

penanganan .
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penangErnan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di
Lapas/Rutan yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN ini.

menunJang penanganan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Lapas/Rutan untuk
menunjang
penanganan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

antaranya
pengelolaan
axfiar K/L.

melalui
informasi

di tingkat pusat dan
daerah di antaranya
melalui terciptanya
deteksi dini dalam
Lapas/Rutan, SOP
penanganan
narapidana teroris,
pengelolaan
informasi antar KlL.

vuI Fokus 8: Peningkatan program deradikalisasi di luar pemasyaraEqtan
1 Perlu optimalisasi

kerangka kerja
termasuk indikator
keberhasilan program
deradikalisasi di luar
Lapas yang
mengidentifikasikan
berbagai bentuk
kondisi yang
dimaksud sebagai

Pengoptimalisasian
kinerl'a deradikalisasi di
luar Lapas melalui
penyusunan kerangka
kerja termasuk
indikator keberhasilan
program yang
berdasarkan kondisi
ideal yang realistis
merujuk pada standar

1. Persiapan
perumusan
kerangka kerja
termasuk
indikator
keberhasilan
berdasarkan
kondisi ideal yang
realistis merujuk
pada standar

1. Adanya kerangka
kerja termasuk
indikator
keberhasilan yang
berdasarkan pada
peta kebutuhan
program
berdasarkan kondisi
ideal yang realistis
meruiuk pada

1. Terukurnya
program
deradikalisasi di
luar Lapas yang
menyelaraskan
kerja antar
lembaga dengan
telah
teridentifikasinya
bentuk kondisi

x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
KemenPPPA

SK No 001091 C

deradikalisasi
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deradikalisasi di luar
Lapas.

nasional dan
internasional dengan
mengidentifikasikan
berbagai bentuk kondisi
yang dimaksud sebagai
deradikalisasi di luar
Lapas.

nasional dan
internasional
dengan
mengidentifrkasi-
kan berbagai
bentuk kondisi
yang dimaksud
sebagai
deradikalisasi di
luar Lapas.

standar nasional
dan internasional
dengan
mengidentifikasikan
berbagai bentuk
kondisi yang
dimaksud sebagai
deradikalisasi di luar
Lapas.

yang dimaksud
sebagai
deradikalisasi di
luar Lapas.

2. Pelaksanaan
penggllnaan
kerangka kerja
termasuk
indikator
keberhasilan
berdasarkan
kondisi ideal yang
realistis merujuk
pada standar

2. Adanya bahan
evaluasi hasil
penggunaan
kerangka kerja
termasuk indikator
keberhasilan
berdasarkan kondisi
ideal yang realistis
merujuk pada
standar nasiona-l

2. Program
keberhasilan
praktik-praktik
terbaik terbaru
sesuai kondisi
ideal yang realistis
merujuk pada
standar nasional
dan internasional
dengan

x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
KemenPPPA

SK No 001289 C

nasional
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nasional dan
internasional
dengan
mengidentifikasi-
kan berbagai
bentuk kondisi
yang dimaksud
sebagai
deradikalisasi di
luar Lapas.

dan internasional
dengan
mengidentifrkasikan
berbagai bentuk
kondisi yang
dimaksud sebagai
deradikalisasi di luar
Lapas.

mengidentifikasi-
kan berbagai
bentuk kondisi
yang dimaksud
sebagai
deradikalisasi di
luar Lapas.

2 Perlu optimalisasi
perangkat program
deradikalisasi
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan dengan
mekanisme memutus
ieiaring

Pengoptimalisasian
perangkat program
deradikalisasi
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan dengan
mengutamakan
mekanisme pemutusan

Pengadaan program
deradikalisasi
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan dengan
mengutamakan
mekanisme
pemutusan

Adanya program
deradikalisasi
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan dengan
mengutamakan
mekanisme pemutusan
(disenaaoementl

Menurunnya
radikalisme
dan/atau
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM

SK No 001093 C

(disengagement)
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(disengagement)
sesuai dengan
tingkatan ideologi/
radikalisme/
ekstremismenya dan
kondisi individunya
(termasuk peta
kebutuhan individu
yang bersangkutan).

(dis eng ag e me nt) terlebih
dahulu untuk individu
yang teridentifikasi
sebagai ekstremis
berbasis kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme berdasarkan
peta kondisi untuk
memisahkan individu
yang berisiko dan
perekrut dengan
memperhatikan
kebutuhan perempuan
dan anak dengan
dimungkinkannya
berbagai bentuk rumah
singgah (half uag house)
khususnya bagi mantan
narapidana teroris.

(disengagement)
yang sistemik
memperhatikan
tahapan pembuatan
program sehingga
terdiri dari persiapan
dan pelaksanaan.
1. Tahap persiapan:

a. pen]rusunan
peta kondisi
tingkat
radikalisme
dan/atau
ekstremisme
individu
sasaran;

b. perumusan
perangkat
program
deradikalisasi

berdasarkan peta
kondisi untuk
memisahkan individu
yang berisiko dengan
perekrut dengan
dimungkinkannya
berbagai bentuk rumah
singgah (half waA
house) khususnya bagi
mantan narapidana
teroris.

SK No 001094 C

Ekstremisme



PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-
t{o PTRMASALAIIAI{ STRATEGI AKSI PE I(ELUARAIT IIASIL UIAKTU PTNANGGUT{G

JAWABI n III TV v
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme
di luar
Lapas/Rutan
dengan
mengutama-
kan
mekanisme
pemutusan
(disengagemenl
dengan
mempertim-
bangkan peta
gambaran yang
disebut pada
poin a dalam
aksi ini.

SK No 001095 C
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2. Tahap

pelaksanaan
program yang
disusun.

3 Perlu optimalisasi
aparatur dan/atau
pelaksana yang
memiliki kapasitas
memadai dalam
menangani
deradikalisasi
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN PE ini.

Optimalisasi kapasitas
aparatur dan/atau
pelaksana deradikalisasi
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di luar
Lapas/Rutan yang
sesuai dengan prinsip
dalam RAN PE ini.

1. Penyusunan
standar
kompetensi
aparatur yang
menangani orang
yang
diidentifrkasi
radikal dan
ekstremis
berbasis
kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme yang
sesuai dengan
prinsip-prinsip

1. Adanya standar
kompetensi
aparatur yang
menangani orang
yang diidentifikasi
memiliki
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

1. Adanya
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
etika, pelayanan,
dan mekanisme
kerja aparatur
yang menangani
orerng yang
teridentifrkasi
radikal/ekstremis
berbasis
kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
Kemenpan RB
BPIP

SK No 001096 C
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yang ada di dalam
RAN PE ini.

2. Pengembangan
kurikulum
dan/atau
perangkat untuk
aparatur yang
komprehensif
untuk kategori
latihan umum
dan khusus pra
dan pada masa
layanan yang
sesuai dengan
prinsip-prinsip
yang ada di dalam
RAN PE ini.

2. Adanya kurikulum
yang wajib
tlilaksanakan
aparatur yang
berhadapan dan
yang menangani
orang yang
diidentifikasi
radikal dan
ekstremis berbasis
kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme termasuk
di antaranya
mekanisme kerja
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan

2. Adanya
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
etika, pelayanan,
dan mekanisme
kerja aparatur
yang menangani
orzrng yang
teridentifikasi
radikal/ekstremis
berbasis
kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
Kemenpan RB
BPIP

SK No 001097 C
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PERMASALITHAIT STRATEGI AKSI PE

3. Pelatihan umum
dan khusus bagi
semua aparatur
yang menangani
orang yang
teridentifikasi
radikal dan
ekstrimis
berbasis
kekerasan yang
mengarah
Terorisme

pelaksanaan
program dimana
pelatihan terus di-
lakukan pembaruan
melalui mekanisme
pelatihan pra
layanan dan masa

an.
3. Adanya aparatur

yang kompeten
sesuai dengan
pelatihan yang
dimaksud
khususnya dalam
melaksanakan
tugas menangani
orang yang
diidentifikasi
radikal dan
ekstremis berbasis

IIASIL

Adanya
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
etika, pelayanan
dan mekanismJ
kerja aparatur
yang menangani
orang yang
teridentifrkasi
radikal/ekstremis
berbasis

2 BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM

ITAKTUNO KELUARAIT

I u III TV v

i

PENAI$GGI'NG

JAWAB

x x x x x

SK No 001290 C
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termasuk di
antaranya
mekanisme kerja
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
progr€Lm dimana
pelatihan terus
diperbarui
melalui
mekanisme
pelatihan pra
layanan dan
masa layanan
yang sesuai
dengan prinsip-
prinsip yang ada
di dalam RAN ini.

kekerasan
mengarah
Terorisme.

yang
pada

kekerasan
mengarah
Terorisme.

yang
pada

SK No 001099 C
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4. Rekrutmen

aparatur yang
menangani orang
yang
diidentifikasi
memiliki tingkat
radikalisme dan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
sesuai dengan
prinsip yang ada
di dalam RAN ini.

4. Adanya rekrutmen
dan penyeleksian
aparatur yang
memiliki integritas,
minat, bakat, dan
keterampilan dalam
men€rngani orang
yang diidentifikasi
memiliki tingkat
radikalisme
dan/atau
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

4. Adanya
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
etika, pelayanan,
dan mekanisme
kerja aparatur
yang menangani
orang yang
teridentifikasi
radikal/ekstremis
berbasis
kekerasan yang
mengarah pada
Terorisme.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM

4 Perlu optimalisasi
kondisi kelembagaan
dan masyarakat yang
mendukung individu
yang dideradikalisasi

Optimalisasi kondisi
kelembagaan dan
masyarakat yang
mendukung individu
yang dideradikalisasi di

1. Penguatan
kelembagaan dan
masyarakat
melalui
pembuatan

1. Kelembagaan dan
masyarakat yang
kuat dengan adanya
standar dukungan
program

1. Dukungan
kelembagaan dan
masyarakat
terhadap program
deradikalisasi di

x x x x x
K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham

BNPT

SK No 001100 C
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di luar Lapas luar Lapas. standar pelatihan

dan sosialisasi
yang sesuai
dengan
kebutuhan di
tingkat
desa/kelurahan
sesuai dengan
faktor-faktor
reintegrasi riil,
seperti
memastikan
proses
berlangsung
dengan damai,
dan terjadinya
pergeseran peran
dari pihak yang
terlibat.

deradikalisasi di
tingkat
desa/kelurahan
yang mendukung
individu yang
dideradika-lisasi di
luar Lapas, termasuk
pelibatan peran
pemerintah daerah
berdasarkan
mekanisme
pelaporan, evaluasi,
dan pemantauan.

tingkat desa/
kelurahan yang
berkontribusi
terhadap
penurunan
radikalisme.

Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
Kemendes
PDTT

SK No 001l0l C
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2. Identifikasi

kebutuhan sesuai
standar kebutuhan
di tingkat
desa/kelurahan.
Selanjutnya
kelembagaan di
tingkat
desa/kelurahan
yang mendukung
individu yang
dideradikalisasi di
luar l,apas
berdasarkan hasil
pemantauan dan
evaluasi termasuk
peningkatan
efektivitas peran
pemerintah
daerah.

2. Tersedianya
lingkungan yang
mendukung program
deradikalisasi di
tingkat
desa/kelurahan di
antaranya perbaikan
kelembagaan di
tingkat
desa/kelurahan
yang mendukung
individu yang
dideradikalisasi di
luar Lapas termasuk
pelibatan peran
pemerintah daerah
berdasarkan
mekanisme
pelap<.rran, evaluasi,
dan tauan.

2. Dukungan
masyarakat
terhadap program
deradikalisasi di
tingkat desa/
kelurahan dan
penurunan
radikalisme dan
ekstremisme di
luar Lapas dan
Rutan.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemensos
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenag
Kemenkop
UKM
Kemendes
PDTT

SK No 001291 C
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BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung
LPSK

trIAI(TUilo PERIUASALAIIAN STRATEGI AKSI PE KELUARAI{ IIASIL

I n UI ry v
PENANGGIING

JAIYAB
Penegakan Hukum, Saksi dan Korban, serta Pe Nasionaltan

penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam
Ekstremisme Berbasis Kekerasandan Terorisme

rangka mendukung upayaFokus 1: Penguatan koordinasi dalam

l. Identifikasi
bentuk-bentuk
koordinasi yang
ada saat ini.

1. Pengaturan
koordinasi yang
efektif dalam
penegakan hukum
dalam mendukung
upaya PE.

1. Terkoordinasi-
nya penegakan
hukum untuk
mendukung
upaya PE.

x x x x x
K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung
LPSK

BNPT

I

1 Belum optimalnya
koordinasi penegzrhan
hukum guna
mendukung upaya
pencegahan dan
penanggulangan
Terorisme dan/atau
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Pelaksanaan koordinasi
yang efektif antar-
lembaga terkait, untuk
mengidentifikasi
berbagai aspek
penegakan hukum,
guna mengoptimalkan
efek jera (deterrence
effectl dari penegakan
hukum untuk
mendukung upaya PE.

2. Pen5rusunan
mekanisme
Standar Prosedur
Operasional
koordinasi yarrg
efektif dalam
penegakan hukum

2. Pengaturan
koordinasi yang
efektif dalam
penegakan hukum
dalam mendukung
upaya PE.

2. Terkoordinasi-
nya penegakan
hukurn untuk
mendukung
upaya PE.

x

SK No00ll14C
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untuk mendukung
upaya PE.

2 Belum optimalnya
laporan berkala dan
reguler, dengan
muatan komprehensif,
yang disediakan
kepada publik
mengenai penanganan
perkara tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme
dalam rangka
mendukung upaya PE.

Pen5rusunan laporan
berkala tentang
penegakan hukum
tindak pidana Terorisme
dan pendanaan
Terorisme, Llntuk
mendukung upaya PE.

Pembuatan laporan
tahunan penegakan
hukum tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung upaya
PE.

Terselenggaranya
koordinasi
pen5rusunzrn laporan
tahunan penegakan
hukum tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme,
untuk mendukung
upaya PE.

Tersedianya
laporan tahunan
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung
upaya PE.

x x x x x BNPT

K/L terkatt:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung
LPSK

3 Belum tersedianya
unit aduan yang
secara khusus
menangani dugaan
pelanggaran dalam
penegakan hukum

Perlunya unit aduan
khusus di tiap lembaga
untuk menerima
laporan dugaan
pelanggaran dalam
penegakan hukum

Pembentukan unit
aduan khusus di tiap
lembaga untuk
menerima laporan
dugaan pelanggaran
dalam penegakan

Terbentuknya unit
aduan khusus di tiap
lembaga untuk
menerima laporan
dugaan pelanggaran
dalam penegakan

Dibukanya unit
aduan khusus di
setiap lembaga
untuk menerima
laporan dugaan
pelanggaran

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Keiaksaan

SK No 001115 C
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tindak pidana
Terorisme, dan
pendanaan Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

tindak pidana Terorisme
dan pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung upaya PE.

hukum tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung upaya
PE.

hukum tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme,
untuk mendukung
upaya PE.

dalam penegakan
hukum tindak
pidana Terorisme
dan pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung
upaya PE.

Agung
Kompolnas
Komisi
Kejaksaan
Ombudsman RI

4 Belum optimalnya
pertukaran informasi
antar instansi yang
terkait dalam
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme,
untuk mendukung
upaya PE.

Meningkatkan
efektivitas pertukaran
informasi antar instansi
terkait dalam penegakan
hukum tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme,
untuk mendukung
upaya PE.

1. Pen5rusunan atau
penyempurnaan
kebijakan
mekanisme
pertukaran
informasi terkait
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme pada
masing-masing
instansi.

1. Tersusunnya
kebijakan
mekanisme
pertukaran
informasi terkait
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme pada
masing-masing
instansi.

1. Tersedianya
kebijakan
mekanisme
pertukaran
informasi terkait
penegakan
hukum tindak
pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme pada
masing-masing
instansi.

x BNPT dan PPATK

KIL terkatt
Kemenkeu
Polri
BIN
Kejaksaan
Agung

SK No00ll16C
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2. Peningkatan

jumlah
penyampaian
informasi terkait
penegakan hukum
tindak pidana
pendanaan
Terorisme pada
masing-masing
instansi, baik atas
dasar permintaan
maupun inisiatif
masing-masing
instansi, untuk
mendukung upaya
PE.

2. Penyampaian
informasi terkait
penegakan hukum
tindak pidana
pendanaan
Terorisme pada
masing-masing
instansi, baik atas
dasar permintaan
maupun inisiatif
masing-masing
instansi, untuk
mendukung upaya
PE.

2. Meningkatnya
jumlah
penyampaian
informasi
terkait
penegakan
hukum tindak
pidana
pendanaan
Terorisme
pada masing-
masing
instansi, baik
atas dasar
permintaan
maupun
inisiatif
masing-
masing
instansi,

x x x x PPATK

KIL terkatt
Kemenkeu
BNPT
Polri
BIN
Kejaksaan
Agung

SK No 001117 C
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untuk
mendukung
upaya PE.

3. Pen5rusunan atau
penyempurrraan
kebijakan
identifikasi
pendanaan
Terorisme yang
berasal dari tindak
pidana Terorisme
pada masing-
masing instansi,
untuk mendukung
upaya PE.

3. Tersusunnya
kebijakan
identifrkasi
pendanaan
Terorisme yang
berasal dari tindak
pidana Terorisme
pada masing-
masing instansi,
untuk mendukung
upaya PE.

3. Tersedianya
kebijakan
identifikasi
pendanaan
Terorisme
yang berasal
dari tindak
pidana
Terorisme
pada masing-
masing
instansi,
untuk
mendukung
upaya PE.

x PPATK

K/L terkait
Kemenkeu
BNPT
Polri
BIN
Kejaksaan
Agung

SK No00lll8C
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4. Peningkatan

jumlah
penanganan dan
penanggulangan
pendanaan
Terorisme dengan
memperhatikan
penilaian risiko
pendanaan
Terorisme pada
instansi penegak
hukum, untuk
mendukung upaya
PE.

4. Penanganan dan
penanggulangan
pendanaan
Terorisme dengan
memperhatikan
penilaian risiko
pendanaan
Terorisme pada
instansi penegak
hukum, untuk
mendukung upaya
PE.

4. Meningkatnya
jumlah
penanganan
dan
penanggulang-
an pendanaan
Terorisme
dengan
memperhati-
kan penilaian
risiko
pendanaan
Terorisme pada
instansi
penegak
hukum, untuk
mendukung
upaya PE.

x x x x PPATK

K/L terkait
Kemenkeu
BNPT
Polri
BIN
Kejaksaan
Agung

SK No00ll19C
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Fokus 2 Peningka kapasitastan hukum tindak pidana

Kekerasan
Terorisme dan pendanaan

Terorisme
Terorisme dalam rangka dukungmenlns'titusi Penedalam ,gakan

Ekstre mlsme Berbasis
upayaII

dan
1 Belum tersedianya

pedoman terpadu
dalam penegakan
hukum
pemberantasan tindak
pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

Penyediaan buku
pedoman terpadu dalam
penegakan hukum
pemberantasan tindak
pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

Pen5rusunan buku
pedoman terpadu
dalam penegakan
hukum
pemberantasan
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

Terselenggaranya
proses pen]rusunan
buku pedoman
terpadu dalam
penegakan hukum
pemberantasan tindak
pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

Tersedianya buku
pedoman terpadu
dalam penegakan
hukum
pemberantasan
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme untuk
mendukung
upaya PE.

x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung

2 Kebutuhan
peningkatan kapasitas
secara berkelanjutan
(continuing legal
education) aparat
penegak hukum dalam

Peningkatan kapasitas
penegak hukum secara
berkelanjutan dalam
penegakan hukum
pemberantasan tindak
pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme,

Penyelenggaraan
pelatihan
penegakan hukum
dalam
pemberantasan
tindak pidana
Terorisme dan

1 1. Terselenggaranya
pelatihan
penegakan hukum
dalam
pemberantasan
tindak pidana
Terorisme dan

1. Meningkatnya
kapasitas
penegak hukum
dalam
penegakan
hukum dalam
pemberantasan

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung

SK No 001292C
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pemberantasan tindak
pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme,
dalam rangka
mendukung upaya PE.

untuk
upaya PE.

mendukung pendanaan
Terorisme, untuk
mendukung upaya
PE.

pendanaan
Terorisme,
mendukung
PE.

untuk
upaya

tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme,
untuk
mendukung
upaya PE.

Mahkamah
Agung
LPSK
PPATK

2. Mengikutsertakan
para penegak
hukum dalam
pendidikan terkait
peningkatan
keterampilan
dalam penegakan
hukum tindak
pidana Terorisme
dan pendalaan
Terorisme di
universitas-
universitas di TEEEII

2. Meningkatnya
jumlah penegak
hukum yang
ikut serta dalam
pendidikan
terkait
peningkatan
keterampilan
dalam
penegakan
hukum tindak
pidana
Terorisme dan

x x x x x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung
Mahkamah
Agung
LPSK
PPATK

2. Keikutsertaan para
penegak hukum
dalam pendidikan
terkait peningkatan
keterampilan dalam
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme di
universitas-
universitas di dalam

SK No 001293 C
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dalam
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pendanaan
Terorisme di
universitas-
universitas di
dalam negeri,
untuk
mendukung
upaya PE.

upaya 
I

rnendukung
PE.

PENAN(XiUNG

JAWAB

Pengiriman aparat
penegak hukum
dalam pendidikan
terkait
peningkatan
keterampilan
dalam penegakan
hukum tindak
pidana Terorisme
dan pendanaan
Terorisme ke luar

STRATEGI

3

n untuk

dalam negeri,
untuk mendukung
upaya PE.

3. Keikutsertaan
aparat penegak
hukum dalam
pendidikan terkait
peningkatan
keterampilan dalam
penegakan hukum
tindak pidana
Terorisme dan
pendanaan
Terorisme di luar
negeri, untuk

3. Meningkatnya
jumlah aparat
penegak hukum
yang mengikuti
pendidikan
terkait
peningkatan
keterampilan
dalam
penegakan
hukum tindak
pidana

x x x x
K/L terkait:
Kemenkumham
Polri
Kejaksaan
Agung
Mahkamah
Agung
LPSK
PPATK

BNPT

IIASIL

x

SK No 001294C

mendukung

XEI I



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-91 -

NO PERUASALIIIIAN STRATEGI AKSTI PE HASIIL WAKTU PENANGGUNG

JAWABI il IU TV v
mendukung upaya
PE.

mendukung upaya
PE.

Terorisme dan
pendanaan
Terorisme di
luar negeri,
untuk
mendukung
upava PE.

III Fokus 3: Pelindungan saksi dan korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang lt4gngarah pada Terorisme
1 Belum optimalnya

pelaporan saksi,
korban, dan pelapor
atas dugaan tindakan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, khususnya
yang terjadi di
lingkungan kampus
pada wilayah rentan,
dikarenakan belum

Meningkatkan upaya
pencegahan di
lingkungan kampus
pada wilayah rentan,
melalui pemanfaatan
wadah pelaporan saksi,
korban, dan pelapor
tindakan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

1. Optimalisasi
wadah pelaporan
saksi, korban, dan
pelapor yang
sudah tersedia di
beberapa kampus,
sebagai ruang
pelaporan saksi,
korban, dan
pelapor tindakan
Ekstremisme
Berbasis

1. Terbentuknya
wadah pelaporan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di kampus,
yang terintegrasi
dengan mekanisme
pelindungan saksi,
korban, dan pelapor.

1. Termanfaatkan-
nya wadah
pelaporan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di
kampus, yang
terintegrasi

x x LPSK

K/L terkait:
BNPT
Kemendikbud
Kemenag

KELUARAN

SK No 001157 C
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terkoneksinya dengan
mekanisme
pelindungan saksi,
korban, dan pelapor.

Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

dengan
mekanisme
pelindungan
saksi, korban,
dan pelapor.

x2. Pengembangan
wadah pelaporan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme di
kampus pada
wilayah rentan,
yang terintegrasi
dengan
mekanisme
pelindungan saksi,

2. Terbentuknya
wadah pelaporan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di kampus,
yang terintegrasi
dengan mekanisme
pelindungan saksi,
korban, dan pelapor.

2. Termanfaatkan-
nya wadah
pelaporan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di
kampus, yang
terintegrasi
dengan
mekanisme

x x x x LPSK

K/L terkait:
BNPT
Kemendikbud
Kemenag
Kemenpan RB

SK No 001158 C
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korban,
pelapor.

dan pelindungan
saksi, korban,
dan pelapor.

3. Men5rusun basis
data saksi, korban,
dan pelapor yang
melapor atas
tindakan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di
lingkungan
kampus.

3. Tersusunnya basis
data saksi, korban,
dan pelapor yang
melapor atas
tindakan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di lingkungan
kampus.

3. Tersedianya
basis data
saksi, korban,
dan pelapor
dugaan
tindakan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
te{adi di
lingkungan
kampus.

x LPSK

K/L terkait:
BNPT

4. Pemanfaatan basis
data saksi, korban,
dan pelapor

4. Digunakannya basis
data saksi, korban,
dan pelapor dugaan

4. Optimalnya
upaya
maupun

PE
x x x LPSK

K/L terkait:

SK No 001159 C
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hukum, dengan
memanfaatkan
basis data
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kampus.
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dugaan tindakan
Ekstrernisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di kampus,
dalam upaya PE
maupun
penegakan
hukum.

tindakan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme yang
terjadi di kampus,
dalam upaya PE
maupun penegakan
hukum.

BNPT

2 Belum tersedianya
sum.ber pendanaan
yang memadai untuk
mendukung

Pen5rusunan skema
dana abadi korban
(uictim trustfundl untuk
korban Terorisme untuk

Kajian mengenai
skema dana abadi
korban (uictim
trustfundl untuk

Terlaksananya
mengenai
pengembangan
abadi korban

kajian

dana
(uictim

Tersedianya hasil
kajian untuk
penyusunan
kebiiakan

x LPSK

K/L terkait
BNPT

SK No 001160 C

pemenuhan.
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pemenuhan hak
kompensasi para
korban Terorisme,
guna mendukung
upaya PE.

mendukung upaya PE. korban Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

trustfund) untuk
korban Terorisme
untuk mendukung
upaya PE.

mengenai skema
dana abadi korban
(uictim trustfund)
bagr korban
Terorisme untuk
mendukung
upaya PE.

Kemenkumham
Kemensos

3 Belum optimalnya
metode rekonsiliatif
antara korban dan
pelaku, untuk
mendukung upaya PE.

Pengembangan skema
rekonsiliatif antara
korban dan pelaku
untuk mendukung
upaya PE.

Kajian mengenai
pembentukan
kebijakan mengenai
rekonsiliasi antara
korban dengan pelaku
tindak pidana
Terorisme, sebagai
bagian dari upaya PE.

Terlaksananya kajian
kebijakan terkait
dengan rekonsiliasi
antara korban dengan
pelaku tindak pidana
Terorisme, sebagai
bagian dari upaya PE.

Tersedianya
usulan kebijakan
mengenai
rekonsiliasi antara
korban dengan
pelaku tindak
pidana Terorisme,
sebagai bagian
dari upaya PE.

x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham
Kemensos
LPSK

4 Belum adanya
kebijakan khusus
mengenai rekonsiliasi
antara korban denqan

Pembentukan kebijakan
yang akan menjadi
panduan dalam
pelaksanaan rekonsiliasi

Proses pembentukan
kebijakan terkait
dengan rekonsiliasi
korban dan pelaku

Terselenggararrya
proses pembentukan
kebijakan, dari
perancangan hingga

Disahkannya
kebijakan
mengenai
rekonsiliasi antara

x BNPT

K/L terkait:
Kemenkumham

SK No 001127 C

pelaku
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pelaku tindak pidana
Terorisme sebagai
bagian dari upaya PE.

antara korban dengan
pelaku tindak pidana
Terorisme, sebagai
bagian dari upaya PE.

tindak pidana
Terorisme, sebagai
bagian dari upaya PE.

pengesahan korban dengan
pelaku tindak
pidana Terorisme,
sebagai bagian
dari upaya PE.

Kemensos
LPSK

TV
FoLu! 4: Perlrelarasan letargla hul.ura aarloaal dcagaa Lerangta hutuE tltemallonal dal,aln pcrcegaha! d.r peraaggulaagaa EksttemisEe Berbasis
Xekerasan yalg lfielrgarah pada TerorlsEc

1 Masih terbatasnya
pef anjian
internasional yang
diratifrkasi oleh
Indonesia terkait
dengan Terorisme,
yang berdampak pada
terbatasnya instrumen
rujukan untuk
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang

Mendorong
keikutsertaan Indonesia
dalam berbagai
perj anjian internasionaj
yang terkait dengan
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dengan
memperhatikan
mekanisme yang diatur

1. Kajian mengenai
efektivitas dan
oportunitas
partisipasi
Indonesia dalam
sejumlah
perjanjian
internasional
terkait dengan PE.

1. Terlaksananya
kajian tentang
efektivitas dan
oportunitas
pe{anjian
internasional terkait
dengan PE.

1. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

2. Kajian mengenai
perjanjian
internasional yang
terkait dengan

2. Terlaksananya
kajian mengenai
peq'anjian
internasional yang

2. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

K/L terkatt
BNPT

SK No 001128 C

Mengarah
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Mengarah
Terorisme

pada peraturan perundang-
undangan Indonesia,
dalam penyusunErn
peraturan dan
pengesahan hukum
internasional.

penerbangan sipil
(ciuil auiationl.

terkait dengan
penerbangan sipil.

Kemenkumham

3. Kajian mengenai
pery'anjian
internasional yang
terkait dengan
pelindungan misi
diplomatik (the
protection of
internationat stoftl.

3. Terlaksananya
kajian mengenai
perjanjian
internasional yang
terkait dengan
pelindungan misi
diplomatik.

3. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

KIL terkatt:
BNPT
Kemenkumham

4. Kajian mengenai
pe{anjian
internasional yang
terkait dengan
penyanderaan
(taking of
hostaqesl.

4. Terlaksananya
kajian mengenai
perjanjian
internasional yang
terkait dengan
penyanderaan.

4. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

5. Kajian mengenai
pe{anjian

5. Terlaksananya
kaiian mengenai

5. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

SK No 001129 C

internasional
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internasional yang
terkait dengan
pemberantasan
tindakan
melanggar hukum
terhadap
keselamatan
navigasi maritim.

perlanJlan
internasional yang
terkait dengan
pemberantasan
tindakan melanggar
hukum terhadap
keselamatan
navigasi maritim.

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

6. Kajian mengenai
pe{anjian
internasional yang
terkait dengan
material peledak
plastik (explosiue
mateialsl.

6. Terlaksananya
kajian mengenai
perjanjian
internasional yang
terkait dengan
material peledak
plastik.

6. Tersedianya
hasil kajian.

x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

2 Belum efektifnya
persiapan pengesahan
instrumen
internasional terkait
pencegahan dan

Peningkatan efektivitas
persiapan pengesahan
instrumen internasional
terkait pencegahan dan
penanggulangan

1. Membentuk
mekanisme
persiapan
pengesahan
instrumen

1. Terbentuknya
mekanisme
persiapan
pengesahan
instrumen

Tersusunnya
naskah
akademik
RUU
instrumen

dan

x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

SK No 001130 C

penanggulangan
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internasional
terkait.

internasional
terkait.

2. Membentuk Pokja
tetap persiapan
pengesahan
instrumen
internasional
terkait.

2. Terbentuknya Pokja
tetap persiapan
pengesahan
instrumen
internasional
terkait.

x

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

Kemlu

3. Men5rusun naskah
akademik dan
RUU pengesahan
instrumen
internasional
terkait.

3. Tersusunnya
naskah akademik
dan RUU persiapan
pengesahan
instrumen
internasional
terkait.

x

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

Kemlu

Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dengan
memperhatikan
mekanisme yang diatur
dalam peraturan
perundang-undangan
Indonesia, terkait
dengal penJrusunan
peraturan dan
pengesahan hukum
internasional.

4. Sosialisasi muatan
instrumen
internasional
terkait yang akan
disahkan.

4. Tersosialisasinya
instrumen
internasional yang
akan disahkan.

internasional
terkait yang akan
disahkan meliputi:
1. Konvensi

Internasional
Pemberantasan
Tindak Pidana
Terkait
Penerbangan
Sipil
Internasional
dan seluruh
Protokol
Perubahannya;

2. Konvensi
Internasional
Pencegahan
dan
Penghukuman
Kejahatan

x

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

Kemlu

PENAD{GGI'NG

JAWAB

SK No 001161 C

Terhadap. . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-
NO AKSI PE

1. Menginventarisasi

WAKTU PENAI{(X}UT{G

JAIIIAB

PERMASAL/IIIAN STRATFI}I KELUARAIT HASIIL

I u IU IV v
Terhadap Misi
Diplomatik;

3. Konvensi
Internasiona-l
Melawan
Penyandera€rn;

4. Konvensi
Internasional
Pemberantasan
Tindak Pidana
Keamanan
Pelayaran; dan

5. Konvensi
Internasional
Bahan Peledak
Plastik.

v Fokus 5 Penyiapan re,gulasi harmonisasi rancangan, dan evaluasi Peraturan perundang-undangan untuk mendukung uPaya pencegahan dan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan Terorisme

I Masih adanya
peraturan perundang-

Penyelarasan peraturan
perundang-undangan

1. Terinventarisasinya
dan teranalisisnya

1. Tersedianya
analisis

x x x x x Kemenkumham

SK No 001162 C

dan

undangan
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undangan yang
tumpang tindih, yang
berakibat pada kurang
efektifnya
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

dengan memperhatikan
mekanisme yang ada di
dalam peraturan
perundang-undangan,
khususnya dalam
penJrusunan peraturan
dan pengesahan hukum
internasional, yang
terkait dengan upaya
pencegahan dan
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

peraturan
perundang-
undangan yang
terkait dengan
upaya pencegahan
dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

peraturan
perundang-
undangan yang
terkait dengan
upaya pencega-han
dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

peraturan
perundang-
undangan
yang terkait
dengan upaya
pencegahan
dan
penanggulang-
an
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

K/L terkatt
BNPT

2. Melakukan
evaluasi
pengkajian
terhadap
peraturan
perundang-

dan
2. Tersusunnya hasil

kajian dan
penelitian terhadap
peraturan
perundang-
undangan yang

2. Tersedianya
hasil kajian dan
penelitian
mengenai
peraturan
perundang-

x x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT

SK No 001133 C

undangan
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undangan yang
terkait dengan
upaya pencegahan
dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

terkait dengan
upaya pencegahan
dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

undangan yang
terkait dengan
upaya
pencegahan
dan
penarrggulang-
an
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Men5rusun dan
mengusulkan
pembaruan (revisi)
peraturan
perundang-
undangan yang
terkait dengan
upaya pencegahan

3. Pen5rusunan dan
pengusulan revisi
peraturan
perundang-
undangan yang
terkait dengan
upaya pencegahan
dan

3. Adanya usulan
pembaruan
(revisi)
peraturan
perundang-
undangan yang
terkait dengan
upaya

x Kemenkumham

K/L terkait:
BNPT

SK No 001134 C
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dan
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme, dalam
rangka
penyelarasan.

penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme,
dalam rangka
penyelarasan.

pencegahan
dan
penanggulang-
an
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme,
dalam rangka
penyelarasan.

2 Tidak memadainya lagi
peraturan perundang-
undangan mengenai
kepemilikan senjata
api dan bahan
peledak, yang
berakibat pada kurang
efektifnya kontrol dan

Penyusunan RUU
tentang Kepemilikan
Senjata Api dan Bahan
Peledak.

Pembentukan RUU
tentang Kepemilikan
Senjata Api dan
Bahan Peledak.

Tersusunnya naskah
akademik dan RUU
tentang Kepemilikan
Senjata Api dan Bahan
Peledak.

Tersedianya
naskah akademik
dan RUU.

x TNI dan Polri

K/L terkait:
Kemenkumham
Kemenkeu
BNPT

SK No 001135 C
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pengendalian terhadap
penggunaan senjata
api dan bahan
peledak.

PILAR 3

SK No 001136 C
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Kemitraan dan Kerja Sama Internasional

I Fokus 1: Peningkatan kapasitas kemitraan
Terorisme serta pendanaannya

Para Pemangku kepentingan dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada

1 Wadah kemitraan
antar
kementerian/lembaga
dan antara
kementerian/lembaga
dengan masyarakat
sipil belum terbentuk
secara optimal dalam
menurunkan jumlah
kasus Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme, serta
pendanaannya di
masyarakat.

1. Mengidentilikasi
program-program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme yang
dilaksanakan oleh
kementerian/
lembaga terkait.

1. Melakukan
pemetaan
program-program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Tersedianya peta
kementerian/
lembaga yang
melaksanakan
program-progr€rm
baik pusat maupun
daerah yang terdiri
atas penentuan
bentuk platfurm
koordinasi dan
kerangka keria.

1. Sinergisnya
program-
program PE
pusat dan
daerah.

x BNPT

2. Menyiapkan
platfurm kerja
sama terkait

2. Tersedianya SOP
kerja szuna antara
kementerian dan
lembaga terkait

2. SOP dijalankan
oleh
kementerian
dan lembaga.

x x BNPT

SK No 001137 C
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dengan publikasi
dan pengaksesan
program-program.

publikasi dan
pengaksesan
program-program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

3. Meningkatnya
partisipasi
pemangku
kepentingan
dalam
pengelolaan
program.

x x x BNPT

2. Mendata dan
mendokumentasikan
para pemangku
kepentingan di
masyarakat yang
bergerak di bidang
atau memiliki
program yang relevan
dan terkait
penanggulangan
Ekstremisme

Pendataan dan
dokumentasi para
pemangku
kepentingan di
masyarakat yang
bergerak di bidang
atau memiliki
program yang
relevan dan terkait
penanggulangan
Ekstremisme

Direktori para
pemangku kepentingan
di masyarakat.

Digunakannya
direktori sebagai
referensi dalam
pengembangan
kemitraan antara
para pemangku
kepentingan.

x x x x x BNPT

SK No 001138 C
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WAI(TUNO STRATEIGI AKSI PE KELUARAN IIASIL

I u III rv v
PENANGGUNG

JAIIIAB

Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.
1. Pen5rusunan

platfonn
kemitraan antara
pemerintah
dengan
pemangku
kepentingan di
masyarakat.

1. Kebijakan mengenai
kemitraan antara
pemerintah dengan
pemangku
kepentingan di
masyarakat.

1. Target program-
program
kemitraan
pemerintah
dengan para
pemangku
kepentingan di
masyarakat
semakin detail.

x x x x x
K/L terkait:
PPATK

BNPT3. Menyediakan
platfurm kemitraan
antara pemerintah
dengan pemangku
kepentingan di
masyarakat.

2. Materi publikasi
berkala mengenai
peluang kerja sama
pengelolaan
program-program
PE kementerian dan
lembaga.

2. Meningkatnya
partisipasi
pemangku
kepentingan di
masyarakat
dalam
pengelolaan
program

x x x x
Kll. terkatt:
PPATK

BNPT

SK No 001 139 C
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penanggulang-
an Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

3. Pertemuan
berkala antara
pemerintah
dengan
pemangku
kepentingan di
masyarakat.

3. Forum pertemuan
tahunan antara
pemerintah dengan
pemangku
kepentingan di
masyarakat.

3. Meningkatnya
kesepahaman
dan sinergi
kemitraan
antara
pemerintah
dengan
pemangku
kepentingan di
masyarakat.

x x x x BNPT

K/L terkait
PPATK

2 Belum
mekanisme
pengaturan
pendanaan

optimalnya

alokasi
dari

Men5rusun mekanisme
(koordinasi
antarpemangku
kepentingan) dan

l. ldentifikasi sumber
pendanaan
internasional
terkait

Direktori lembaga
donor internasional
yang memiliki program
penanggulangan

Digunakannya
direktori dalam
pengaturan dan
sinergi pendanaan

x x x x BNPT

K/L terkait:
KemenPPN/

SK No 001140 C
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lembaga donor
internasional terkait
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

informasi pendanaan
dari lembaga donor
internasional terkait
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Ekstremisme
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

Berbasis
yang
pada

program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengara-h pada
Terorisme.

Bappenas
Kemlu

2. Men5rusun
mekanisme
instrumen
pendanaan
internasional
terkait
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme (melihat
sistem di
Bappenas).

x x x x BNPT

K/L terkait
PPATK

SK No 001141 C
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3 Belum optimalnya

mekanisme
pengaturan bantuan
teknis (non frnansial)
terkait
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Menyempurnakan
mekanisme pengaturan
bantuan teknis (non
frnansial) terkait
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Identifrkasi
bantuan teknis
(non finansial)
dari lembaga
internasional
terkait
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Direktori lembaga
bantuan teknis
internasional yang
memiliki program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah
pada Terorisme.

1. Digunakannya
direktori dalam
pengaturan dan
sinergi bantuan
tekrris (non
finansial) program
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x x x BNPT

K/L terkait:
KemenPPN/
Bappenas

2. Men5rusun daftar
bantuan teloris
(non finansial)
dari lembaga
internasional
terkait
penanggulangan
Ekstremisme

2. Tersusun daftar
bantuan teknis (non
frnansial).

2. Direktori
bantuan teknis
(non finansial).

x x x x x BNPT

K/L terkait:
KemenPPN/
Bappenas

SK No 001152 C
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Berbasis
Kekerasan
Mengarah
Terorisme.

yang
pada

u Fokus 2: Peningkatan kerja sama internasional pada instrumen
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan Terorisme dan

1 Belum optimalnya
upaya kerja sama
internasional dalam
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Memperkuat ke{a sama
dan koordinasi antar
aparat penegak hukum
dalam melaksanakan
kerj a s€una internasional
yang bersifat formal dan
informal dalam
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

1. Perumusan
bentuk
mekanisme dan
koordinasi dalam
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Terbentukrya Tim
satuan kerja dan basis
data untuk bentuk kerja
sama melalui
mekarrisme informasi
dan koordinasi yang
efektif dalam
mening|<atkan dan
menguatkan kerja sarna
hukum khususnya kerl'a
sama internasional
terutama dalam
merespons kebutuhan
dalam RAN ini.

Kerja sama yang
efektif dalam
meningkatkan dan
menguatkan keq'a
sama hukum
khususnya kerja
sama internasional
terutama dalam
merespons
kebutuhan dalam
RAN ini.

x x x x x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

2. Identifikasi
pemangku
kepentingan dan
instrumen

x x x x x Kemlu

KIL terkatt:
BNPT

SK No 001143 C
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hukum
internasional
yang berkaitan
dengan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Kemenkumham

3. Pembentukan
satuan kerl'a.

x x x x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

4. Pembentukan
pusat data.

x x x x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

SK No 001144 C
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Belum optimalnya
kerja sama
internasional dalam
konteks bilateral,
regional, dan
multilateral dalam
konteks
penanggulangan
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengara-h pada
Terorisme.

Meningkatkan kerja
sama internasional
secara bilateral,
regional, dan
multilateral dalam
konteks
penanggulangarr
Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

Meningkatkan
partisipasi aktif
maupun pasif
kepemimpinan
Indonesia di tingkat
bilateral, regional,
dan multilateral
dalam
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Terbentuknya standar/
norma internasional
terkait Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme.

Kepemimpinan
Indonesia dalam
penanggulangan
Ekstremisme
Berbasis
Kekerasan yang
Mengarah pada
Terorisme.

x x x x

PENAil(rcINTG

JAWAB

x Kemlu

K/L terkait:
BNPT
Kemenkumham

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA
LIK INDONESIA

Hukum dan
-undangan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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